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SIDANG DIBUKA PUKUL 10.20 WIB

KETUA: ANWAR USMAN

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Sidang dalam Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 Partai Gerakan Indonesia Raya, Perkara Nomor 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Perindo, Perkara Nomor 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan,
Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Demokrat,
Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Amanat
Nasional, dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selanjutnya untuk Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, silakan memperkenalkan siapa yang hadir pada sidang
ini!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Terima kasih, Yang Mulia. Dalam ... pada sidang hari ini yang
hadir adalah saya sendiri Achmad Safaat, kemudian Agus ... Agustam
Rachman, dengan Dolfie Rompas. Terima kasih.

KETUA: ASWANTO

Baik. Untuk Perkara Nomor 138-09-13/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan, saya sendiri Herry
Firmansyah, dan di sebelah kanan saya ada Sandy K. Singarimbun, dan
di belakang ada Chintya Amelia Syaranamual.

Terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

Baik.  Selanjutnya  Perkara Nomor  75-03-13/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019!



10.

11.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: YANUAR WISESA

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir di sini dari kami 3 orang
Pemohon. Saya Yanuar, kemudian di sebelah kiri saya Saudara Ace
Kurnia, dan di belakang saya Saudara Sirra Prayuna. Terima kasih.

KETUA: ASWANTO

Baik.  Selanjutnya  Perkara  Nomor  55-14-13/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Demokrat yang hadir
saya Dormauli Silalahi, S.H., M.H. Dua, Ardy Mbalembout. Tiga, Mehbob.
Empat, Iis Nur Hafisa.

KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya Perkara Nomor 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari PAN!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Yang hadir pada kesempatan kali ini
ada 3 orang, yang pertama saya, Muhammad Junaidi, yang kedua adalah
prinsipal kami, dan yang ketiga adalah Saudara Aris Septiono.

KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk Pihak Termohon, KPU.
Silakan, siapa yang hadir?

KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTIKNO

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan nama saya Sutikno dari
Kantor Hukum Absar Kartabrata, Bandung. Kuasa Hukum dari KPU RI
dalam Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 vyang
dimohonkan oleh Partai Gerindra dari Jawa Tengah dan Jakarta.
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KETUA: ASWANTO

Baik.

KUASA HUKUM TERMOHON: SUTIKNO

Hadir juga Kuasa Hukum hari ini adalah rekan kami Fitri Aprilia
Rasyid, dan juga hadir juga Ibu Evi Novida Ginting, keprinsipal dari KPU
RI, serta Bapak Muslim Aisha dari KPU Provinsi Jawa Tengah.

KETUA: ASWANTO

Baik. Itu dari satu kantor, ya? Ada beberapa kantor lagi yang dari
kuasa (...)

KUASA HUKUM TERMOHON: SAMSUDIN SLAWAT

Kami dari Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
hadir prinsipal Ibu Evi Novida Ginting, kemudian KPU Jawa Tengah,
Bapak Muslim Aisha dan Ibu Putmawati, dan kami dari Kuasa Hukum
AnP Law Firm, saya sendiri Samsudin Slawat, kemudian di samping saya
Rian Wicaksana. Demikian, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO
Baik. Masih ada asosiasi lagi?
KUASA HUKUM TERMOHON: TRI SANDI WIBISONO

Kami, Yang Mulia. Dari Kuasa Hukum KPU RI sudah dijelaskan tadi
yang hadir dari KPU, Ibu Novida Ginting, saya sendiri Tri Sandi Wibisono
bersama rekan saya Nurlaili Rahmawati dari kantor Sigit Law Office,
Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

3 kantor berarti, ya? Atau masih ada lagi? Kalau ada lagi berarti
Ibu Novi Ginting, 4 kali diperkenalkan.

Baik. Saya selalu lupa Bawaslu karena selalu loncat ke Pihak
Terkait. Saya kasih kesempatan Bawaslu dulu. Kalau terakhir biasa lo ...
anu ... lupa, gitu. Silakan!
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21,

22,

23.

24,

25,

BAWASLU: ABHAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari pemberi keterangan Bawaslu
hadir pada kesempatan siang hari ini dari Bawaslu Provinsi Jawa Tengah,
M. Fajar di sebelah kanan saya, ini di sebelah kiri M. Rafiuddin, dan di
belakang Anik Solehatun, dan saya sendiri Abhan. Terima kasih, Yang
Mulia.

KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Sidang yang tadi kita lupa Bawaslu. Lupa
memberikan kesempatan untuk memperkenalkan karena dari Termohon
langsung ke Pihak Terkait kemudian lupa Bawaslu. Supaya tidak lupa,
langsung saja dari KPU ke Bawaslu. Kemudian Pihak Terkait disampaikan
terkait dalam nomor perkara berapa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: IMRAN MAHFUDI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari PDI Perjuangan untuk
Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Perkara
Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 hadir 2 orang Kuasa
Hukum. Saya Imran Mahfudi beserta rekan saya Ridho Hidayat. Terima
kasih, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO
Baik. Masih ada, Pihak Terkait yang lain?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIM

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Saya dari Partai Demokrat, hadir
Utomo Karim dengan prinsipal saya, Dian Mega. Itu untuk Perkara
Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan saya juga mewakili
untuk Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Terima
kasih, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

Baik, selanjutnya masih ada Pihak Terkait lain?
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KUASA HUKUM TERKAIT PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SURYA IMAM WAHYUDI

Masih ada, terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Partai Amanat
Nasional hadir di sini menjadi Pihak Terkait untuk Perkara Nomor
Register 55 ... 14 ... apa namanya ... strip 13 untuk pengajuan Pemohon
dari Partai Demokrat di mana PAN di sini sebagai Pihak Terkait.
Perkenalkan nama saya Surya Imam Wahyudi, S.H., M.H., dari Kuasa
Hukum DPP PAN bersama dengan Saudara Arif Septiono. Terima kasih,
Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

Baik. Masih ada yang di belakang? Ya, silakan, terkait untuk
nomor perkara berapa? Ditolong Petugas, dikasih miknya. Jangan Kuasa
Hukum yang disuruh pindahin mik, nanti minta honor juga untuk
pindahin mik kalau (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: RAKA GANI PISSANI

Ya, terima kasih. Izin, Yang Mulia. Kami dari Partai Gerindra
mewakili Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 210-07-13/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 Kabupaten Karanganyar, Dapil Karanganyar I, atas
nama Pemohon dari Partai Berkarya dan Perkara Nomor 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 atas nama Dapil Kabupaten Banyumas V
dari Pemohon Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Di sini hadir saya
Raka Gani Pissani, wakil dari DPP Partai Gerindra. Terima kasih.

KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Tidak ada lagi Pihak Terkait?

Selamat datang salah satu Komisioner KPU. Ya.

Sebelum kita melanjutkan pemeriksaan, ada beberapa catatan
yang perlu kami informasikan. Yang pertama, untuk seluruh Kuasa
Pemohon itu belum melampirkan fotokopi Kartu Advokat. Semua, ya,
belum, ya? Semuanya belum, ya? Tolong nanti segera dimasukkan,
mungkin setelah selesai sidang ini, fotokopi Kartu Advokatnya agar
dimasukkan.

Kemudian, untuk Pemohon Gerindra, ini surat kuasa ada yang
belum ditanda tangan. Ada Kuasa yang belum bertanda tangan, ya. Pak
Mahfud ... Pak Mahfud dari Gerindra hadir?
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Hadir, Yang Mulia. Oh, tidak hadir.
KETUA: ASWANTO
Tidak hadir?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya.
KETUA: ASWANTO
Di ... di ruang lain? Di panel lain?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya. Kebetulan di sini kami sudah ada yang (...)

KETUA: ASWANTO

158-02-

158-02-

158-02-

Yang tetap semua, ya? Nanti tapi tetap diminta untuk tanda
tangan nanti, ya. Pilihannya tanda tangan atau dikeluarkan dari surat

kuasa.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Mohon izin, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
He em.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Kami sudah ada yang sudah tanda tangan semuanya.

158-02-

158-02-
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KETUA: ASWANTO
Oh, ya. Nanti diserahkan kalau begitu, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya, terima kasih.
KETUA: ASWANTO

Kemudian, surat kuasa untuk Partai Demokrat dan PDI-P itu
belum ada aslinya, ya. Nanti diserahkan aslinya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Aslinya sudah, Yang Mulia (...)
KETUA: ASWANTO
Sudah diserahkan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Itu untuk perkara di Aceh. Karena seluruhnya itu menjadi setiap
provinsi termasuk ... terima kasih, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

Oh, ya. Baik.

Ini karena terlalu banyak yang jadi Kuasa di ... apa ... memberi
kuasa. Jadi, akhirnya kita bingung ini. Ini dari Jateng ke Aceh gitu, ya.
Pengacaranya terbang terus ini.

Baik. Untuk informasi berikutnya, kami perlu sampaikan bahwa
perkara-perkara yang Saudara ajukan oleh Panel, sudah dilakukan gelar
perkara. Kami sudah membaca secara seksama apa yang Anda
mohonkan, tetapi Saudara tetap diberi kesempatan untuk menyampaikan
pokok-pokok Permohonan. Mungkin ada yang kami salah tangkap di
dalam pembacaan. Pada kesempatan ini, silakan Saudara menyampaikan
pokok-pokoknya, sehingga kami lebih jelas lagi. Dan untuk selanjutnya,
saya mohon Yang Mulia Bapak Dr. Manahan Sitompul, untuk
memandunya.
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HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel.

Untuk pertama kali sebelum saya persilakan nanti Perkara Nomor
158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019. Bahwa kita sudah
memberitahukan sejak semula bahwa Permohonan yang menjadi
pedoman kita adalah Permohonan, baik itu yang didaftarkan pada
permulaan sekali, kalau tidak ada perubahan, tetapi kalau ada
perubahan perbaikan, itulah yang kita terima, yaitu terakhir yang tanggal
31 Mei dan itu yang di ... didaftarkan pada tanggal 1 Juli.

Nah, untuk itu kita mulai untuk Perkara Nomor 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, vyaitu Gerindra, ya? Siapa yang
membacakan? Siapa Kuasanya ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya. Saya sendiri, Yang Mulia. Nanti saya yang bacakan dengan
Agustam Rachman.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Namanya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Saya Achmad Safaat, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Achmad Safaat. Satu lagi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Agustam Rachman.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Agus (...)
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KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Agustam Rachman.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Agustam Rachman?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sepertinya di sini tidak ada namanya dalam Permohonan tanggal
31(...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Di sini ada surat kuasa yang terbaru, Yang Mulia. Di situ kan
belum lengkap (...)

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Yang kuasa yang terbaru?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Karena di sini nomor urut 9, Achmad Safaat. Betul, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya, Yang Mulia.
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HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Urut ke berapa ini yang Pak Rahman?
KETUA: ASWANTO

Di Naskah Permohonan yang terakhir, perbaikan itu belum ...
belum ada namanya, ya? Di (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya, Yang Mulia. Tidak tercantum di dalam Permohonan namanya,
tapi di dalam kuasa ada.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Di dalam kuasa ada (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Kuasa ada (...)
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tetapi di dalam Permohonan tidak tercantum dan juga tidak
menandatangani Permohonan yang kita terima ini. Seperti itu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah oleh karena itu, karena ini kan juga ndak banyak. Kami
harapkan yang membacakan atau yang menyampaikan hanya Pak

Achmad Safaat saja, ya? Mengenai soal nanti Kuasanya, nanti bisa di
klarifikasi lagi. Seperti itu, ya?

10



70.

71.

72,

73.

74.

75.

76.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Mohon izin, Yang Mulia. Karena memang kebetulan mungkin ada
... apa Namanya ... ini yang memegang perkaranya, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

Persoalannya begini, apa dasarnya untuk dia membacakan.
Sementara di dalam permohonan ini kan sudah ditegaskan yang
bertanda tangan di bawah ini bla ... bla ... bla. Nah, kan namanya
Saudara tidak ada, oke. Di belakang juga yang bertanda tangan itu juga
tidak ada nama Saudara.

Sehingga bagi kami, sekalipun ada surat kuasa tapi karena belum
tercantum di dalam naskah permohonan baik di halaman depan maupun
di halaman yang ditandatangani, susah bagi kami untuk mengetahui
dalam posisi apa Saudara, gitu. Sehingga, kita berharap yang ada
namanya saja yang menyampaikan pokok-pokonya. Jelas, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya, Yang Mulia. Siap, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Ya, di bisik-bisik saja kalau ... mungkin yang bikin yang tidak ada
namanya malah.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kemudian di Kuasa yang Saudara tunjuk juga ini belum menanda
tangani, Agus (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya. Mohon izin, Yang Mulia. Seperti yang saya sampaikan tadi
bahwa kami punya yang sudah lengkap tanda tangannya.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya (...)
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77.

78.

79.

80.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

bisa hari ini (...)
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oleh karena itu, kita tetap berpedoman kepada permohonan ini
agar Saudara yang ada namanya disini dan menanda tangani, itu yang
menyampaikan. Dipersilakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Terima kasih, Yang Mulia.

Untuk Partai Gerin ... Partai Gerakan Indonesia Raya dalam
Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, mengajukan
permohononan untuk provinsi ... Provinsi Jawa Tengah untuk Kota
Magelang, Magelang IIT dengan Kudus ... Kudus IV.

Pertama kali saya akan bacakan untuk Kota Magelang III. Untuk
permasalahan Kota Megelang III pokok permohononan adalah sebagai
berikut bahwa pada saat pemungutan suara tanggal 17 April 2019
ditemukan adanya surat suara Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota
Magelang yang tidak sesuai dengan peruntukkannya karena berasal dari
daerah pemilihan yang berbeda, yaitu surat suara daerah pemilihan Kota
Magelang II.

Surat suara yang salah tersebut dengan rincian di TPS 12,
Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan Magelang Utara, ada 1 bundel
terdiri dari 25 surat suara. Di mana surat suara yang sudah tercoblos
sebanyak 14 suara. Sedangkan yang belum tercoblos sebanyak 11 suara.

Kemudian, untuk di TPS 13, Kelurahan Kramat Utara, Kecamatan
Magelang Utara, terdapat 2 bundel yang terdiri dari 50 surat suara. Di
mana surat suara yang sudah tercoblos sebanyak 6 suara. Sedangkan
yang belum tercoblos sebanyak 44 suara.

Pada saat kecam ... terhadap kesalahan tersebut pada rapat pleno
PPK Kecamatan Magelang Utara saksi kami telah mempertanyakan hal
ini. Kemudian juga mengisi form DB ... ya form ... form DB-2, eh, iya.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kalau bisa itu (...)
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81.

82.

83.

84.

85.

86.

87.

88.

89.

90.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

He eh.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ditunjukkan halaman berapa di dalam permohonannya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Di (...)
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Halaman?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Kalau untuk ini kami ... halaman 6, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Halaman 6. Pada rapat PPK kami mengajukan keberatan. Cuma
memang tidak ... tidak tercatat di dalam form C-2.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Jadi, Anda mengajukan keberatan (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya, mengajukan keberatan.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi tidak di isi form (...)
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91.

92,

93.

94.

95.

96.

97.

98.

99.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Tidak di isi.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
TIdak di isi, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Tidak di isi oleh pihak KPU.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Kemudian, atas kesalahan tersebut telah diakui oleh pan ... oleh
Ketua PPS Kelurahan Kecamatan Utara bahwa memang suara yang
tercoblos itu untuk Daerah pemilihan Magelang II ... Kota Magelang II.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar ... sebentar, Yang Mulia. Itu tadi, keberatan Anda tadi,
Anda yang mengisi atau KPU yang tidak mengisi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Kami menyampaikan ... saksi kami menyampaikan. Cuma
memang tidak di isi.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oh, begitu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya.
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100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

KPU itu kalau keberatan yang mengisi, mengajukan keberatan
ataukah KPU? Enggak apa-apa, ini penting dilarifikasi ini.

TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Formulir keberatan yang mengisi Para Saksi yang hadir dan
kemudian ditanda tangani oleh Pihak KPU.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Begitu yang benar, ya.

Jadi, keberatan itu orang yang mengajukan keberatan yang
mengisi baru ditanda tangani oleh penyelenggara yang hadir. Saya
kembalikan kepada, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Terima kasih. Dilanjut!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Terima kasih, Yang Mulia. Seperti saya sampaikan tadi bahwa
kemudian keberatan kami juga telah tercatat pada form DB-2 pada saat
pleno KPU Kota Magelang. Bahwa terhadap (...)

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kalau bisa saya tegaskan, ini poin 7, ya? Saya me ... melihat di
sini bahwa Form C-2 KPU diisi dan dicatat (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bersamaan dengan perlaksaan pemungutan suara (...)
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108.

1009.

110.

111,

112.

113.

114.

115.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Dalam hal ini pemungutan suara di TPS 12 dan TPS 13.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ya. Nah, itu. Silakan, dilanjut!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Oke. Ya, kemudian bahwa akibat kesalahan tersebut menimbulkan
kerugian hak konstitusional terhadap pemilih maupun peserta pemilu,
termasuk di dalamnya adalah Partai Gerindra Kota Magelang. Dimana
selisin perolehan suara antara Partai Gerindra dengan Partai Demokrat
hanya selisih 7 suara. Selisih tersebut berpengaruh pada penetapan
perolehan kursi DPRD Kota Magelang di Daerah Pemilihan Kota
Magelang.

Kemudian, terhadap kesalahan tersebut, pihak kami ... Pemohon
juga telah melaporkan kepada Bawaslu yang dibuktikan dengan Bukti P-
2.DPRD-Kota.6, yaitu Tanda Bukti Penerimaan Laporan Kecurangan dari
Bawaslu dengan Nomor Laporan 18/LP/PL/RI/00.00/V/2019.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Dan itu dijadikan bukti?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sudah diserahkan, itu jadi bukti?
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116.

117.

118.

119.

120.

121.

122.

123.

124.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Sudah.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Bukti (...)
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Bukti P berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

P... P-2.DPRD-Kota.7.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik. Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Eh. Maaf, Yang Mulia, maaf. P-2.DPRD-Kota.6.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
P-2.DPRD-Kota.6, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

P-2.DPRD-Kota.6, Yang Mulia.

158-02-

158-02-

158-02-

158-02-

158-02-
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125.

126.

127.

128.

129.

130.

131.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, nampaknya kurang lancar jadinya, ya. Inilah kalau kurang
persiapan ini kalau (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Karena dimajukan juga, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ya. Dipersilakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya. Kemudian, atas Permohonan ini, kami meminta pet ... dalam
Petitumnya meminta.

Pertama. Mengabulkan Permohonan Pemohon.

Kemudian, membatalkan putusan KPU dan seterusnya.

Ketiga. Memerintahkan Termohon, KPU untuk melakukan
pemungutan suara ulang pada TPS 12 dan TPS 13 Kelurahan Kramat
Utara, Kecamatan Magelang, kota ... Magelang Utara, Kota Magelang.

Kemudian, menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut
Pemohon untuk pengisian Anggota DPRD Kota Magelang Dapil III, yaitu
untuk Hj. Nella Karnela Yunissari berdasarkan Surat Pemohon adalah
1.936, yang menurut Termohon sebelumnya adalah 1.896.

Terima kasih, Yang Mulia

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya konfirmasi yang terakhir itu, ya. Untuk Hj. Nella Karnela itu
untuk DPRD Kota Magelang III, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

11, ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini tadi saya mau konfirmasi. Angka menurut
Pemohon=1.936? Sedangkan menurut Termohon=1.896?
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132.

133.

134.

135.

136.

137.

138.

139.

140.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Betul, ya. Kemudian, untuk Agus Wariono, tadi apa yang
dibacakan? Coba dipertegas lagi. Ini Agus Wariono secara umum, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Untuk par ... perolehan suara dari partai ... Partai Gerindra,
sehingga Gerindra seharusnya memperoleh 5.782 di sini, sedangkan
Termohon memperoleh ... menurut Termohon, Gerindra memperoleh

2.099, seperti itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Untuk Agus Wariono, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Begitu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya, Yang Mulia. Sebelumnya mohon izin, Yang Mulia. Ter ... kami
meminta izin untuk renvoi.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Yang mana itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Pertama, tabel halaman 19.
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141.

142,

143.

144.

145.

146.

147.

148.

149.

150.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Halaman 19?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

He em.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Tabelnya juga enggak pakai nomor ini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya (...)
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Tabel berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Nah, itu yang kami mau sampaikan. Itu tabel 1, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Tabel 1, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Di halaman 19. Kemudian?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Oh, ya. Untuk penomorannya juga bukan 212, tapi 123.
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151.

152.

153.

154.

155.

156.

157.

158.

159.

160.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Nomor (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Penomoran saja sih. Urutan nomor, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Oh, ya. Jadi, ini 1, 2, terus selanjutnya begitu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Kemudian yang dibawahnya masih halaman 19 itu tabel du ...
tabel 2, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ya. ini tabel 2?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Yang paling bawah?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya. Kemudian, pada petitum angka 3 halaman 24.

21



161.

162.

163.

164.

165.

166.

167.

168.

169.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Petitum, di halaman 24. Ya, lanjut.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Tertulis 4 sampai 26.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

4 sampai 2 ... di sini sampai 27. Nomor urut dari petitum itu, di
sinil(...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

1,2(..)
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Terus sampai 27 (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ini bukan 27, Yang Mulia. Mohon maaf ... ini izin. Ini nomor
berikutnya, nomor 4.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Nomor 4. Angka besar, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Untuk itu yang petitum nomor 3, kami ganti a sampai w bukan
huruf ... Eh, bukan angka, maaf.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, angka 1, 2 tetap.
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170.

171.

172.

173.

174.

175.

176.

177.

178.

179.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

He eh.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Angka 3 itu, selanjutnya ke bawah a, b, c.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

158-02-

158-02-

Seterusnya. Setelah memerintahkan itu, menjadi angka 4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Begitu ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Untuk daftar bukti, mohon izin juga untuk kami (...)

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

158-02-

158-02-

158-02-

Nanti. Mengenai bukti, nanti setelah mau di akhir persidangan,
nanti baru buktinya diperiksa dan ... dan kemudian ada pengesahan.
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180.

181.

182.

183.

184.

185.

186.

187.

188.

Untuk  158/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, apa lagi yang mau
dikemukakan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

158/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Kudus, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Bukan. 158/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 masih ada yang belum?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Magelang dan Kudus.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Untuk Agus Wariono, tadi kan sudah?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Sudah.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
He eh. Ada ... ada lain ... ada lagi selain Agus Wariono?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Tidak, Yang Mulia. Tapi, hanya Kudus kami mohon izin untuk
menjelaskan.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik. Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya. Pokok permohonan untuk Kudus IV. Kudus IV adalah
sengketa internal dalam satu partai yang sama, sebagaimana dimaksud
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189.

190.

191.

192.

193.

194.

195.

Pasal 3 angka 1 huruf b PMK Nomor 2/2018. Di mana terjadi perubahan
konfigurasi perolehan suara di tingkat PPK yang tersebar di 23 TPS, 18
Desa, di 3 Kecamatan, di Dapil IV, Kudus yang merugikan Pemohon.
Akibatnya, tidak dapat dipastikan kebenaran perolehan masing-masing
caleg Partai Gerindra di Dapil Kudus IV. Oleh karena itu, demi hukum,
harus dilakukan penghitungan suara ulang di 23 TPS tersebut.

Untuk itu, kami mohon sebagaimana petitum yang disampaikan
dalam permohonan kami, Yang Mulia. Khususnya untuk Kudus IV.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Tadi memang sudah kita singgung, ya, dalam petitumnya
untuk Kudus IV.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Ada yang mau disampaikan, Yang Mulia? Cukup.

Jadi, untuk Permohonan Perkara 158/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
kita anggap sudah selesai. Kita lanjut untuk Perkara 138/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Izin, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Juru bicaranya siapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Saya Herry Firmansyah, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Herry Firmansyah?
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196.

197.

198.

199.

200.

201.

202.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apakah namanya di dalam permohonan dan ada menandatangani
permohonan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang ... permohonan yang kita mau pedomannya adalah yang 30
... tertanggal 31 Mei ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Yang kita registrasi 1 Juli 2019. Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dalam hal ini mengajukan
permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil
Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD terkait dengan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor  987/PL.01.8-
Kpt/06/KPU/V/2019 sepanjang untuk pengisian kengga ... keanggotaan
DPRD Daerah Pemilihan Kabupaten Pati I atas nama Joko Mustiko Calon
Anggota Legislatif Nomor 10 dari Partai Perindo. Yang lainnya, kami
anggap sudah dibacakan, Yang Mulia. Terkait kewenangan Mahkamah
Konstitusi dan yang lainnya.

Kami masuk ke pokok permohonan. Bahwa terhadap pelaksanaan
pemungutan suara di kabupaten Pati Provinsi Jawa Tengah serta
pelanggarannya diuraikan sebagai berikut.
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203.

204.

205.

206.

207.

208.

Bahwa dalam hal ini, Termohon mengeluarkan 2 macam Formulir
C-1 yang memuat data yang berbeda untuk menutupi tindakannya yang
telah melakukan penggelembungan suara.

Satu, bahwa permasalahan penggelembungan suara vyang
dilakukan Termohon terjadi di beberapa TPS pada beberapa kecamatan
di Kabupaten Pati diantaranya.

a. TPS 14 Desa Samirejo Kecamatan Gembong
b. TPS 04 Desa Tanjungsari Kecamatan Tlogowungu
c. TPS 18 Desa Tanjungsari kecamatan Tlogowungu

Bahwa penggelembungan suara terjadi di Desa Samirejo
Kecamatan Gembong pada TPS 14 ada kronologis singkat yang kami
buat, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Perlu dibacakan atau saya (...)
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini langsung aja ke tabelnya. Jadi, sekarang kita membaca itu
lebih enak kalau menerangkan di tabel. Saya lihat ada tabel 1 (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Di halaman 14. Coba dijelaskan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Kalau yang di halaman 14 tadi memang kami lewati karena

memang ada tabel juga yang berkaitan dengan hal itu di halaman 20,
Yang Mulia.
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209.

210.

211.

212.

213.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Izin. Bahwa TPS 14 Desa Semirejo, Kecamatan Gembong, C-1
Pemohon itu tertulis 0, C-1 Termohon 30, selisihnya 30.

Kemudian, untuk yang poin kedua. TPS 04 di Desa Tanjungsari,
Kecamatan Tlogowungu, C-1 Pemohon 0, C-1 Termohon 14, selisih 14.

Adapun dalil yang kami uraikan adalah bahwa dalam ... dalam hal
ini, Formulir Model C-1 pada Pemohon ada kecurangan. Dalam Surat
Formulir Model C-1 Pemohon (...)

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sebentar! Mohon agar yang lain jangan berbicara! Agar kita
menjaga ketenangan dalam persidangan ini. Silakan, dilanjut!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Terima kasih, Yang Mulia.

Bukti P-12 menunjukkan data perolehan suara calon anggota
legislatif lain dari Partai Perindo Nomor Urut 2, yaitu atas nama Agus
Rofi'i, S.T. adalah 0. Namun, dalam Formulir Model DAA-1, Bukti P-13
menunjukkan data perolehan suara calon anggota legislatif lain, yaitu
Nomor Urut 2 atas nama Agus Rofii, S.T. menjadi berjumlah 30 suara
sah.

Selain itu, terdapat beberapa coretan perihal angka suara sah
tanpa adanya mekanisme koreksi dengan dibubuhi paraf dan tanda
tangan. Dan setelah dilakukan pengecekan di Formulir Model C-1
berhologram, jumlah suara sah Saudara Agus Rofi'i menjadi 30.

Kemudian, Pemohon mengajukan keberatan yang diajukan oleh
Saudara Akhid. Izin, Yang Mulia, untuk menambahkan mungkin ini
masuk ke dalam renvoi kami. Untuk Saudara Akhid ini, ada tekanan yang
diberikan kepada beliau selaku saksi. Dan ini beliau sudah mengajukan
laporan polisi, Buktinya P-29, Yang Mulia. Ada kami (...)

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini sekarang mau diajukan bukti?
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214.

215.

216.

217.

218.

219.

220.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Ya. Bukti tambahan, Yang Mulia. (...)
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Mengenai soal pengaduan (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Saudara (...)
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Saksi, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Saudara Akhid tadi, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik. Lanjut!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Kemudian bahwa keberatan yang dilakukan oleh Saudara Akhid
telah dicatatkan dalam nota keberatan saksi Model DA-2 KPU, Bukti P-14.
Dalam keberatan tersebut, Pihak Pemohon meminta untuk dilakukan
penghitungan ulang. Namun, tidak disetujui oleh Ketua Panitia Pemilihan
Kecamatan Gombong dengan alasan antara Formulir Model C-1 dengan
plano angkanya sudah sama. Sedangkan, Formulir Model C-1 yang
diserahkan kepada saksi, panwas, Saksi Pemohon, dan Saksi Termohon,
PPK, berbeda.

Saya lanjutkan lagi, Yang Mulia. Bahwa Surat Formulir Model C-1
yang diterima dari TPS 04 terdapat perbedaan dengan Surat Formulir
Model C-1 yang diperoleh dari Saksi Pemohon, Bukti P-15. Di dalam surat
formulir ... Formulir Model C-1 yang diperoleh dari Saksi Pemohon,
menunjukkan data perolehan suara Partai Perindo masih 0. Akan tetapi,
dalam Formulir Model C-1 Termohon, Bukti P-16, terdapat data
perolehan suara yang dicoret-coret, tanpa diparaf, serta menunjukkan
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221.

222.

adanya selisih hasil perolehan suara, yaitu terdapat 14 suara sah untuk
Calon Nomor Urut 2 atas nama Saudara Agus Rofi'i. Yang kemudian,
data formulir ini masuk ke dalam Formulir Model DAA-1 Desa
Tanjungsari, Bukti P-17. Sehingga, hal tersebut menunjukkan terdapat
penggelembungan suara pada Formulir Model C-1.

Berikutnya, kami uraikan juga penggelembungan suara di TPS 18
Desa Tanjungsari, Formulir Model C-1 Termohon, Bukti P-19 ada 3 suara
yang arahnya ke atas nama Agus Rofi'i. Menunjukkan data perolehan
suara calon anggota legislatif lain, yaitu Nomor Urut 2 menjadi berjumlah
13 suara sah. Hal tersebut menunjukkan terdapat perbedaan data, yaitu
bertambah 10 suara sah. Data form ... dan data formulir ini yang
dimasukkan ke dalam Formulir Model DAA-1 Desa Tajung ... Tanjungsari,
Bukti P-17.

Ya, hal lain yang akan kami sampaikan juga dalam sidang ini
adalah poin C. Termohon mengeluarkan 2 macam Formulir C-1 yang
diduga menutupi tindakan untuk melakukan pengurangan suara untuk
Calon DPRD Kabupaten Pati Nomor Urut 10, yakni Bapak Joko Mustiko
dari Partai Persatuan Indonesia (Perindo).

Bahwa di TPS 09 Desa Guwo, Kecamatan Tlogowungu, yaitu pada
saat Pemohon menerima data Surat Formulir Model C-1 dari Saksi
Termohon, Bukti P-20 dengan Formulir Model C-1 Pemohon, Bukti P-21
yang diterima dari saksi partai lain, terdapat selisih hasil perolehan
suara, yaitu hilangnya 1 suara sah untuk Calon Legislatif Nomor Urut 10
atas nama Saudara Joko Mustiko. Yang kemudian, data tersebut
dimasukkan dalam data Formulir DAA-1 Desa Guwo, Kecamatan
Tlogowungu.

Bahwa  Termohon menunjukkan  ketidaktaatan  dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya selaku penyelenggara pemilu dengan
menyimpan kotak suara hingga tanggal 18 April 2019 di Balai Desa
Samirejo. Tindakan Termohon secara nyata telah melanggar Pasal 390
ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang mengamanatkan
penyerahan kotak suara kepada KPPSLN pada hari yang sama.

Terakhir mungkin, Yang Mulia. Yang akan kami sampaikan adalah

(..)

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ya. Lanjut!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum Putusan MK Nomor

41/PHPU.D-VI/2008 Mahkamah menyatakan, “Tidak seorang pun boleh
diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya
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223.

224.

225.

sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan
pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain.” Nullus nemo commodum
capere potest de injuria sua propria. Dengan demikian, tidak satu
pun pasangan calon pemilihan umum yang boleh diuntungkan dalam per
perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran penyeleng

penyelenggaraan pemilihan umum. Petitum kami yang terakhir, Yang
Mulia. Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon memohon kepada Yang Mulia Mahkamah Konstitusi untuk
menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Satu, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Dua, menyatakan batal putusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Penghitungan
Pemilu Anggota DPRD Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46
WIB, dan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 35/PL.01.8-
DA/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan
Perolehan Suara di Tingkat Umum Tahun 2019 sepanjang untuk
pengisian keanggotaan DPRD daerah pemilihan kabupaten pati I atas
nama Joko Mustiko. Tiga, menyatakan calon anggota legislatif daerah
pemilihan Kabupaten Pati I Nomor Urut 2 dari Partai Perindo atas nama
Agus Rofi'i telah secara sah dan meyakinkan melakukan kecurangan
yang Terstruktur, Sistematis, dan Masif. Empat, mendiskualifikasi calon
legislative DPRD daerah pemilihan Kabupaten Pati I Nomor Urut 2 dari
partai perindo atas nama Agus Rofii. dan terakhir, yang kelima,
memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan
putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Terima kasih, cukup
dari kami, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Saya hanya mau konfirmasi saja, berarti ini adalah internal
parpol, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, antara Agus Rofi'i di Nomor Urut 2 dan Saudara (...)
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226.

227.

228.

229.

230.

231.

232.

233.

234.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Joko Mustiko.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Joko Mustiko di urutan (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

10.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

10. itu, ya, permasalahannya? Hanya saya juga masih mau
bertanya, apakah tadi itu mengisi Form DA-2 KPU itu saja dilakukan atau

ada pengaduan ke Bawas?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Pengaduannya tidak dilakukan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Tidak dilakukan. Alasannya tadi karena Form C (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Sudah.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
C-1 sudah sesuai.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Betul.
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236.

237.

238.

239.

240.

241.

242.

243.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Itu alasannya tidak dilanjutkan, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Saya kira cukup dari saya. Ada Yang Mulia? Terima kasih,
silakan!

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Terima kasih, Yang Mulia.
Saudara Kuasa Pemohon, ini di permohonan Saudara ini tidak ada,

ya, berapa angka yang klien Saudara itu dalilkan, ya? Ada?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Tidak ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Cuma untuk perolehan yang didapatkan dari (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Bukan, pertanyaan hakim saja yang dijawab.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Betul, siap.
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244.

245.

246.

247.

248.

249.

250.

251.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Nah, jangan kalau yang enggak ditanya enggak usah dijawab.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Benar, Yang Mulia. Tidak ada.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti ... itu lalu, suara yang Anda persoalkan, yang dalam partai
itu juga tidak dicantumkan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Padahal di PMK tentang Pedoman Beracara untuk
Penyelesaian Sengketa Pileg itu kan dikatakan mendalilkan berapa angka
Anda sebenarnya, kemana pergi, dan segala macam itu menjadi penting,

ya.
Nah, di sini tidak ada ya dalam permohonan Saudara, ya. Yang

hanya Anda jelaskan bahwa ada lompatan suara ke sana, begitu saja ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Ya, betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tetapi tidak ada angka yang Anda dalilkan, ya. Kalau ini diubah,
maka angka ... apa ... yang Anda wakili, prinsipal yang Anda wakili jadi

begini kan tidak ada, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Tidak ada, Yang Mulia.
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253.

254.

255.

256.

257.

258.

259.

260.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Cuma kita berlihat dari Formulir C-1 (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Cukup.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Siap.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau tidak ada jawab tidak ada saja. Nanti kalau kebanyakan
jawab ini kebanyakan juga nanti prinsipal bayar honor Anda nanti.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Terima kasih masukannya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Saya kembalikan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik terima kasih, Yang Mulia. Selanjutnya untuk perkara dari
PDIP Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dipersilakan siapa

yang menyampaikan di ... baik, baik, silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.
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262.

263.

264.

265.

266.

267.

268.

269.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Siapa namanya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Nama saya Ace Kurnia, ada dalam surat kuasa dan maupun dalam
permohonan dan sudah menandatangani.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik. Pak Ace Kurnia, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Baik, Bapak.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Sebelumnya, Yang Mulia. Mohon diizinkan menyampaikan, yang
pertama terhadap imbauan tadi dari Yang Mulia mengenai surat kuasa
asli Bahwa kami dari PDIP Perjuangan ini, surat kuasanya adalah
gelondongan, 1 yang asli, sisanya kopi. Tapi timnya terbagi sesuai
dengan perkara yang a da, Yang Mulia. Seperti itu.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik. Jadi surat kuasa gelondongan istilahnya, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya. Enggak, Itu untuk memudahkan memahaminya saja, itu
bukan disilang (...)

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi di sana hanya 1, aslinya tetap 1 (...)
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271.

272.

273.

274.

275.

276.

277.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

1 asli, sisanya kopi, Yang Mulia. (...),
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ya, nanti kita pertimbangkan, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Baik. Yang kedua, kami ingin menyampaikan untuk permohonan
kami, untuk pengisian keanggotaan DPR dari Dapil Jateng VI, mohon
izinkan untuk mel ... melengkapi dan melakukan renvoi.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Di halaman berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ada yang pertama di halaman 16, Yang Mulia. Di halaman 16 itu

kan angka 4 itu kan di at ... tidak tertera TPS maupun desa dan
kelurahan dan kecamatannya. Sehingga ... tapi angkanya itu tetap. Jadi

(..)
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Jadi, seharusnya angka 4 halaman 16 itu adalah Kecamatan
Dukun. Karena itu masih diisi titik-titik desa atau kelurahannya adalah
Krinjing, TPS-nya TPS 02, Yang Mulia.

Kemudian halaman 17 kecamatannya luar (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tunggu, itu cepat sekali. Sabar, ini kan kita tulis juga.
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278.

279.

280.

281.

282.

283.

284.

285.

286.

287.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Siap, Yang Mulia. Mohon maaf.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Angka 8, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya, angka 8 halaman 17 kecamatannya Ngluwar (...)
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ke luar?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ngluwar.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ngluwar.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

NG ... NG ... Ngluwar.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
NG, Ngluwar?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya. Kelurahan atau Desanya adalah Plosogede.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Plosogede?

75-03-

75-03-

75-03-

75-03-

75-03-
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288.

289.

290.

291.

292.

293.

294.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

He eh. TPS-nya 02, Yang Mulia. Karena di dalam kolom
tabulasinya itu tidak tertera dia.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ya, ada lagi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Angka 11. Masih halaman yang sama, Kecamatannya Pakis,
Kelurahannya Ketundan, TPS-nya 14.

Kemudian, halaman 18 ... halaman 18 ini angka 14. Nah, yang
masih titik-titik, jadi itu adalah kecamatannya Kecamatan Pakis, Desa
atau Kelurahannya adalah Petung.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Petung?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Petung, TPS 13, Yang Mulia.

Kemudian, lanjut ke halaman 22. 22, angka 32 dan angka 33.
Untuk angka 32 Kecamatannya Ngluwar, Kelurahan atau Desanya adalah
Plosogede, TPS-nya 11 ... TPS 11.

Nah kemudian, angka 33, Kecamatannya Pakis, Desa atau
Kelurahannya Pakis, TPS-nya 02.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Lanjut!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Lanjut kemudian, ke ang ... ke halaman 41, Yang Mulia. 41 itu
ada ... dan 42, itu terbalik tabulasinya. Seharusnya ini kita ... kami pakai
angka. Jadi, yang pertama untuk Kota Magelang itu ada ... harusnya itu
angka 5.
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295.

296.

297.

298.

299.

300.

301.

302.

303.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Kota Magelang, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

He eh, Kota Magelang, angka 5. Sisanya dimulai dari Wonosobo
itu angka 1, terus Kabupaten Magelang itu angka 2, Kabupaten
Temanggung angka 3, dan Purworejo itu angka 4. Jadi, ini terbalik, Yang
Mulia.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini halaman berapa itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Halaman 40 dan 4 ... 41 dan 42. Jadi, diuraian kesimpulan. 41
dan 42. Itu nanti yang akan kami bacakan.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Sepertinya ndak (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Itu baru, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Enggak. Jadi, ini sesuai dengan sistematika yang ada di dalam
Posita, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan. Ini yang mana ini yang Anda minta? Ini kan yang ada di
kita yang ini ... nah (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Yang perbaikan versi tanggal 30 Mei 2019, Yang Mulia.
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304.

305.

306.

307.

308.

309.

310.

311.

312.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya, yang pukul 23.34 WIB, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Betul.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Lalu, apa yang harus diperbaiki itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Enggak ada yang diperbaiki, cuma kami ... apa ... menyesuaikan
yang kesimpulan yang sebelum Petitum itu dengan yang sistematika
dalam Posita. Tabulasinya (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, gini, ya. Ini sudah jadi kesepakatan kita dan sudah
dibicarakan ... ini mohon maaf, Pak Ketua.

KETUA: ASWANTO

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bahwa revisi renvoi itu hanya untuk perbaikan-perbaikan yang
sifathya minor. Jadi, kalau mayor itu sudah tidak bisa lagi, batas

perbaikan sudah selesai.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Oh, baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya? Dan itu berlaku sama untuk semua. Sejak dari kemarin
sampai hari ini.
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313.

314.

315.

316.

317.

318.

319.

320.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Jadi, mohon izin, Yang Mulia. Boleh saya menjelaskan sedikit?
KETUA: ASWANTO
Silakan! Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Jadi, 4 ... halaman 40 dan 41 itu secara substansi tidak mengubah

apapun. Jadi, itu sistematikanya saja. Tapi kalaupun tidak boleh ... tidak
. misalkan tidak berkenan untuk diubah, kami tetap tidak keberatan

karena angkanya tetap sama untuk kota itu, gitu. Untuk memudahkan ini
saja ... narasi sistematika dengan Posita.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, kalau memang itu tidak mengubah, silakan! Saya kira ndak
perlu karena itu kan hanya menambah urut ... mengubah urutan saja,
kalau ndak (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Nah, urutan saja, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ya, silakan! Jadi (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Jadi, itu perlu saja klarifikasi.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.
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321.

322.

323.

324.

325.

326.

327.

328.

329.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Kemudian, untuk ... karena nanti akan dibacakan sekaligus dengan
Banyumas Dapil V. Nah, ini di Petitum halaman 46 ada tabulasi. Yang
kami tulis, ini kan dasar ... dasarnya adalah apa yang sudah ditetapkan
rekapitulasi dalam PKPU. Ini suara PKB=4.946, harusnya=24.946. Jadi
karena kami kesalahan tulis, PKB hilang suaranya=20.000 (...)

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Nomor Urut 1 itu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya, hanya ditambah angka 2 saja (...)
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Harusnya (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Di depannya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Jadi, yang 4 ditambah 2 di depan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya, di depan ditambah angka 2. Karena tidak berkenaan dengan
perolehan kami.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Nanti kami dilaporkan pencurian.
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330.

331.

332.

333.

334.

335.

336.

337.

338.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik. Silakan, disampaikan (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Baik.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Yang penting kita bisa mengerti, apalagi mengenai soal tabel-
tabel, itu yang mungkin lebih dijelaskan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya, baik.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Supaya kita bisa langsung menangkap, apa inti yang
dipermasalahkannya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Baik, Yang Mulia. Kami langsung kepada pokok-pokoknya untuk
.. apa ... identitas Pemohon, Legal Standing (...)

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Tenggang waktu, kewenangan, kami anggap dibacakan.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dianggap dibacakan.
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339.

340.

341.

342.

343.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Kami langsung kepada Pokok Permohonan. Untuk Provinsi Jawa
Tengah, Dapil IV Pengisian keanggotaan DPR persandingan perolehan
suara Pemohon menurut Termohon dan Pemohon.

Pokok permohonan berdasarkan Form Model DC di tingkat Pleno
KPU Jawa Tengah untuk Dapil VI kami hanya akan membacakan
perolehan 3 partai saja.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Jadi, PDI Perjuangan menurut Termohon suaranya ... keseluruhan
suaranya adalah 598.419. Kemudian Nasdem ... Partai Nasdem
perolehan suaranya adalah 119.778. Dan terakhir, Partai Demokrat
perolehan suaranya adalah 120. ... 120.020 suara.

Bahwa menurut Pemohon, perolehan suara tersebut adalah tidak
benar karena terjadi kekeliruan penghitungan baik berupa pengurangan
pada perolehan suara PDI Perjuangan, maupun penggelembungan pada
perolehan suara Partai Nasdem dan Partai Demokrat yang tersebar di 5
kabupaten/kota, Yang Mulia. Sebagaimana dalam tabulasi, dianggap
dibacakan dalam uraian dalam posita. Bahwa pada pokoknya untuk
angka empat sa ... di dalam halaman 41, kami langsung ke halaman 41.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Bahwa un ... penggelembungan atau pengurangan mana terjadi
di Kabupaten Wonosobo, angka 1 yang tadi sudah direnvoi. PDI
Perjuangan telah berkurang perolehan suaranya sebanyak 316. Partai
Nasdem telah bertambah perolehan suaranya sebanyak 142. Dan Partai
Demokrat telah bertambah perolehan suaranya 7.
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344.

345.

346.

347.

348.

349.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.
KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Jadi penggelembungan pada Partai Nasdem dan Demokrat.
Sementara kami dikurangi perolahan suaranya.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Kemudian di halaman 42, angka 2 sesuai dengan yang kami
renvoi tadi. Untuk Kabupaten Magelang, PDI Perjuangan telah berkurang
perolehan suaranya 121. Partai Nasdem telah digelembungkan atau
bertambah  suaranya sebanyak 71. Partai Demokrat telah
digelembungkan atau bertambah suaranya sebanyak 43.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Kemudian untuk kabupaten ... nomor 3 untuk Kabupaten
Temanggung, PDI Perjuangan telah berkurang suaranya sebanyak 176.
Partai Nasdem telah bertambah atau digelembungkan suaranya
sebanyak 154. Partai Demokrat sebanyak 60, ditambah atau
digelembungkan.

Nah, kemudian di Kabupaten Purworejo, PDI Perjuangan telah
berkurang suaranya 117. Partai Nasdem berkurang suaranya minus 4.
Partai Demokrat telah digelembungkan suaranya sebanyak 131.

Terkahir untuk Kota Magelang, PDI Perjuangan telah dikurangi
suaranya sebanyak 72. Partai Nasdem telah dikurangi suaranya sebanyak
5. Dan Partai Demokrat telah digelembungkan sebanyak 4.

Bahwa berdasarkan hal itu dapat diambil kesimpulan perolah
suara Partai dan Caleg PDI Perjuangan telah dikurangi sebanyak 802
untuk di Dapil Jateng VI. Sehingga oleh karenanya harus, dikembalikan
ditambah kepada perolehan semula.
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350.

351.

352.

353.

354.

355.

356.

Dan kemudian yang kedua, perolehan suara Partai dan Caleg
Partai Nasdem telah bertambah atau menggelembung sebanyak dela ...
358 suara. Sehingga oleh karenanya harus dikurangi perolehan suaranya
sebanyak 358.

Yang ketiga, perolahan suara Partai dan Caleg Partai Demokrat
telah bertambah atau menggelembung sebanyak sera ... 245. Sehingga
oleh karenanya haruslah dikurangi.

Bahwa hal-hal yang kami ... kami sampaikan sebagaimana dalam
bukti dari P-1 sampai dengan P-415 yang telah kami sampaikan secara
bertahap sampai perbaikan terakhir. Sesuai dengan tenggat waktu yang
ditentukan MK.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Nah, kemudian petitum bisa kami bacakan sekaligus nanti dengan

(...)
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik. Saya mau konfirmasi dulu (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Oh, baik.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Dari uraian-uraian seluruhnya itu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada penggelembungan, ada segala macem itu, itu nanti di bukti
P-1 sampai dengan bukti P (...)
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357.

358.

359.

360.

361.

362.

363.

364.

365.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

P-5 ... P-51 (...)
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
P-415?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

P-415, ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya, itu, Yang Mulia. Jadi kami sebagai tambahan, perbedaan
angka atau kekeliruan penghitunagn tadi kami peroleh ketika kami
menyandingkan antara Form C-1 kami dengan Form DAA.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Itulah angka yang kami peroleh.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Diantara hasil dari TPS dengan hasil rekapitulasi (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Di tingkat (...)
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366.

367.

368.

369.

370.

371.

372.

373.

374.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Itu ada ... ada perubahan-perubahan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya, ada perubahan angka, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Itu bisa dimaklumi memang perubahan-perubahan itu. Tapi (..)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Makanya kam (...)
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Nanti itu harus dibuktikan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya, baik.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apakah itu perubahan yang wajar ataukah perubahan yang tidak
wajar.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Tidak wajar.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Begitu, ya?
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375.

376.

377.

378.

379.

380.

381.

382.

383.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Jadi, makanya kami sampaikan itu adalah kekeliruhan
penghitungan, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.
Nah, lanjut ke ini (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Sedikit dulu, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Dapil Banyumas, belum?
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Yang Mulia, ini masih ada hubungannya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Oh, silakan! Yang untuk (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu kan Pemohon, tadi dikatakan bahwa perolehan suara Partai
dan Caleg PDI-P telah dikurangi 802, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

802 suara. Kemudian, ada penambahan menurut Saudara, dalil
Saudara, 358 untuk Caleg dan Partai Nasdem, betul?
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384.

385.

386.

387.

388.

389.

390.

391.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Betul, betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lalu, ada penambahan untuk Caleg dan Partai Demokrat itu 245
suara?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Betul.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Betul, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Betul.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Enggak salah angkanya, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Enggak, enggak salah.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi kalau saya coba tambahkan, ya. 358+245 itu jumlahnya 603.
Sementara, Anda meng ... kehilangan suara 802. Nah, ini kan ada 199

yang enggak jelas itu. Dari mana itu? Ke mana lagi? Dari mana dapatnya
nanti?
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392.

393.

394.

395.

396.

397.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Gini, Yang Mulia. Dalam ... dalam perba ... persandingan kami itu,
antara Form C-1 dengan DAA itu diperoleh dari ... ada yang sifatnya itu
dia dari mengubah perolehan suara partai (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ada yang dia mengubah perolehan suara calegnya. Nah, itu dia
ada variannya begitu.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, ini kan angka-angkanya ini yang kan ... yang nampak matanya
kan begini. Dari fakta yang hadirkan ke kita, Anda mendalilkan, Saudara
mendalilkan kehilangan 802. Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

He em.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lalu, suara yang menggelembung ke Nasdem itu 358, ke
Demokrat=245. Setelah dijumlahkan, itu cuma 603. Berarti, Anda masih
kurang 199 dong?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya, jadi varian atau polanya itu, Yang Mulia, kalau ... vya,
sepengetahuan saya berdasarkan fakta yang ada, dokumen, Yang Mulia,
ini dari dokumen. Contoh, misalkan ... ada juga nanti kalau kita
jumlahkan secara keseluruhan antara surat suara sah dan surat ... dan ...
apa .. antara ... surat suara terpakai dan jumlah pemilih yang
menggunakan haknya itu juga ada yang tidak cocok.
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401.
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405.

406.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Kalau itu beda.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ndak ... ndak .... ndak. Artinya (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tunggu, tunggu dulu! Ini kan yang dihitung-hitung ini kan jelas-
jelas saja ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau surat suara tidak sah dan segala macam, itu tempat lainlah
kita diskusikan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya, baik.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Sekarang ini memperhadapkan angka ini saja.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya, kami dasarnya dari dokumen (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lalu kalau kami (...)
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414.

415.

416.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Yang ada itu tadi, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oh, berarti kalau begitu, masih ada 199 lagi?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang suara Anda sebetulnya pindah ke partai lain, di luar partai ini
jangan-jangan, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya, ce ... ce ... nanti dari dokumen itu yang akan kami jelaskan.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Bukti-bukti, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya. Nanti (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Berdasarkan bukti.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saya ini memastikan angka ini saja.
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421,
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424.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Soalnya ini kan kalau belajar matematika sederhana, kan jelas ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya, betul, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, yang di bawah itu ditambahkan, tidak cukup dengan angka
yang Anda dalilkan, begitu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Oh, begitu. Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Baik, jelas, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti kalau enggak pas menambahkannya, tanya Pak Sirra nanti,
tambahkannya ini. Ya, Pak Sirra, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIRRA PRAYUNA

Ya, Yang Mulia.

55



425,

426.

427.

428.

429,

430.

431.

432.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Saya kembalikan ke yang ... Yang Mulia. Silakan!
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIRRA PRAYUNA

Ini ada yang ... anu (...)
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Mengenai angka-angka (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIRRA PRAYUNA

Tambahan, mengklarifikasi (...)
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Apakah ada yang mau dijelaskan lagi? Persilakan masih ada waktu
1 menit.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIRRA PRAYUNA

Yang Mulia, kalau kita berangkat dari standing point narasi
pertama tadi, ada 2 partai politik yang melakukan ... apa ... dalam
rekapitulasi itu ada kekeliruan, baik penambahan dan kekurangan.

Kami tidak me-capture dan menarasikan, tetapi itu dimuat di
dalam bukti yang sudah diajukan. Kalau itu nanti diruntut kembali dalam
penjumlahan sesuai dengan saran Prof ... Yang Mulia tadi Prof. Saldi,
akan ketemu apa yang digambarkan Prof. Saldi tadi.

Terima kasih, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Cukup, ya. Jadi, ini kami dibebani lagi untuk menghitung itu,
ya? Nanti kalau memang seperti itu, menjadi tugas kami nanti.
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436.

437.

438.

439.

440.

441.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIRRA PRAYUNA

Ya, ya, baik.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik. Untuk selanjutnya, yang dapil berapa itu? Yang (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Dapil V.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Dapil V. Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Banyumas dari
Dapil V.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Pokok Permohonannya saja, Yang Mulia.

Sesungguhnya di dapil itu juga telah sama, telah terjadi
kekeliruan penghitungan. Jadi, persandingan perolehan suaranya di 4 ...
halaman 43.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

He eh. Kalau menurut Termohon, Partai Gerindra itu perolehan
suaranya adalah 10.000. Sementara menurut kami, menurut Pemohon,
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443.

444,

445,

446.

447.

448.

yang benar adalah 9.988. Sementara kal ... selisihnya sekitar 40 ... 12,
Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
12.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

12. Nah kemudian, Pemohon, dalam hal ini adalah PDI
Perjuangan. Menurut Termohon, perolehan suaranya itu adalah 49.957.
Sementara menurut Pemohon adalah 50.005 suara, sehingga selisihnya
adalah 48.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, sama juga tadi logikanya, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ke mana yang 36 lagi? Nah, itu persoalannya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ini terjadi kekeliruan penghitungan. Yang pertama di Kecamatan
Lumbir, sebagaimana dalam TPS-TPS yang kami sampaikan.

Kemudian, di Kecamatan Pekuncen, di Kecamatan Ajibarang, telah
terjadi kekeliruan penghitungan, sehingga menyebabkan tabulasi yang
seperti tadi itu, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.
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450.

451.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Nah kemudian, kami sampaikan langsung pada Petitum untuk dua
dapil ini, Yang Mulia, mohon izin.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Jadi bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagai dimaksud tersebut
di atas dan berdasarkan bukti-bukti yang sudah kami sampaikan,
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
putusan sebagai berikut.

Yang pertama. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk
seluruhnya. Yang kedua, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan
Umum Nomor 987 dan seterusnya tentang Penetapan hap ... Hasil
Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah
Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara
Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019
sepanjang untuk pemilihan anggota yang 21 ... DPR Daerah Pemiihan
Jawa Tengah VI, DPRD Kabupaten Banyumas Daerah Pemilihan V.

Tiga, menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut
Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD kabupaten
sebagaimana berikut. Untuk DPR Dapil VI Jateng VI, kami hanya
sebutkan 3 partai yang sesuai dengan posita. Kami dari PDI Perjuangan
atau Pemohon seharusnya perolehan suara akhirnya adalah 599.221. Ya,
ribu. 599.221.

Kemudian, untuk Partai Nasdem, perolehan suara akhirnya adalah
119.420. Dan kemudian, untuk Partai Demokrat, perolehan suara
akhirnya adalah seri .. 119.775.

Angka 32. Untuk DPRD Kabupaten Banyumas Dapil V ... ya ... PDI
Perjuangan memperoleh suara 50.005 suara. Partai Gerakan Indonesia
Raya atau Gerindra memperoleh suara 9.988 suara. Selan ... yang
sisanya mohon dianggap dibacakan.

No ... angka 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum
untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.
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454,
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456.

457.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Ditandatangani oleh Kuasa Hukum Pemohon. Terima kasih, Yang
Mulia.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Terima kasih. Masih ada yang komentar? Silakan! Cukup?
Untuk Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini kita
anggap selesai. Soal mengenai bukti nanti akan dibahas setelah
persidangan ini ... mengenai pemeriksaan perkara ini selesai.

Nah, kemudian kita lanjut Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019. Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk
Partai Demokrat. Silakan! Siapa yang akan membacakan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Terima kasih, Yang Mulia. Nama saya Dormauli Silalahi, Kuasa
dari Pemohon khusus Partai Demokrat. Saya langsung membacakan
tentang Caleg DPR RI di Dapil VI Jateng Nomor Urut 1.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Nama Pemohon calegnya Dr. Hj. Indrawati Sukadis Dapil VI
Jateng Nomor Urut 1. Adapun dasar-dasar diajukan permohonan ini
adalah sebagai berikut.

Bahwa ada dugaan kecurangan penggelembungan suara yang
dilakukan oleh Caleg Nomor Urut 2 pada Partai Demokrat. Adanya
dugaan kecurangan di beberapa kecamatan diantaranya, Kecamatan
Pakis, Kecamatan Ngablak, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang.

Bahwa antara Pemohon dengan Caleg Nomor Urut 2 dari Partai
Demokrat atas nama Bramantyo Suwondo, selisih perolehan suaranya
sebanyak 392 suara.
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459.

460.

461.

462.

463.

464.

Tiga, bahwa sesungguhnya perolehan suara Pemohon lebih besar
daripada suara Caleg Nomor 2 di atas nama Bramantyo Suwondo.
Namun, karena kesalahan input Termohon tesebut, menjadi perolehan
suara Pemohon berkurang dan ada penambahan perolehan suara bagi
Nomor Urut 2 Caleg atas nama Bramantyo Suwondo. Untuk lebih
jelasnya, kami ada tabelnya.

Sesuai dengan tabel yang telah kami sampaikan, ada ini 5
kabupaten/kota. Dari 5 kabupaten/kota tersebut, 4 kabupaten ... untuk
Pemohon yaitu Dr. Hj. Indrawati Sukadis.

KETUA: ASWANTO
Halaman berapa itu, Ibu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Itu halaman 14.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ya. Silakan lanjut!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Ya. halaman 14. Dari 5 kabupaten tersebut, 4 kabupaten
Pemohon yaitu Dr. Hj. Indrawati Sukadis itu adalah pemenangnya. Yang
menjadi ada permasalahan yaitu di Kabupaten Magelang. Ada ini suara
392 yang dipersoalkan di sini. Dari uraian ini (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar, sebentar, Bu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Pelan dulu, ya!
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468.

469.
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471.

472.

473.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Oke, Pak.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tabel yang disampaikan tadi yang mana itu maksudnya halaman
14?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Halaman 14 itu, ini ada nama Partai Demokrat suaranya, ada
kabupaten-kabupatennya 5, Pak. Ada jumlah akhir, ada keterangan (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Itu Permohonan mana yang Ibu sampaikan itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Permohonan yang per tanggal 1 Juli, Pak.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oh. Kami kan sudah ingatkan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bahwa yang dibawa di persidangan ini adalah yang perbaikannya
sampai batas 31 Mei.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Ya.
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481.

482.

483.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Jangan masukkan yang lain!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Sebentar, Pak (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Mohon izin. Ini akan kami sampaikan begitu dahsyatnya (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Bukan. Tidak ada soal (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Pak (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Pokoknya, Ibu harus patuh dengan hukum acara, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Siap.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Hukum acara itu mengatakan yang perbaikan batasnya 31 Mei.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Ya.
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491.

492.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Yang lain-lain itu tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Siap, Pak Hakim.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Kami mau menyampaikan dulu ini keadaannya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan. Kalau Ibu sampaikan di sini, nanti orang tuh punya
kewajiban menjawab |ho, Bu! Tapi, tidak ada di Permohonan awal.
Paham Ibu, enggak, konsekuensinya? Ini kan sama dengan kemarin ini,

Pak Ardy, kan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MM. ARDY MBALEMBOUT

Siap, Siap.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kita sudah sampaikan, apa yang ada 31 Mei, disampaikan yang
lain. Jadi, jangan ... jangan merusak hukum acara, Bu!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MM. ARDY MBALEMBOUT

Izin, Yang Mulia.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Izin, Yang Mulia.
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500.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MM. ARDY MBALEMBOUT

Kita mungkin klarifikasi saja, 1 menit.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya. Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MM. ARDY MBALEMBOUT

Ya. Assalamualaikum wr. wb., salam sejahtera.

Yang Mulia yang kami hormati. Bahwa sebenarnya kami sudah
mempersiapkan perubahan itu di tanggal 31. Bahkan, perubahan itu kita
antarkan bersama dengan Permohonan yang lain dalam Partai Demokrat.
Tapi, entah apa itu dia ada hantu di dalam ruang persiapan, atau dalam
perjalanan, ataupun mungkin di sini. Sehingga (...)

KETUA: ASWANTO

Sebentar, sebentar, sebentar! Jangan menuduh MK ada hantu
kalau (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MM. ARDY MBALEMBOUT

Oh, ya. Mungkin dia (...)
KETUA: ASWANTO
Tidak ada bukti!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MM. ARDY MBALEMBOUT

Ruang bukti kami maksudnya, Majelis.

65



501.

502.

503.

504.

505.

506.

507.

508.

509.

KETUA: ASWANTO
Nah, begini (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MM. ARDY MBALEMBOUT

Jadi, di situ (...)
KETUA: ASWANTO
Saya kira tidak perlu ... maaf, kita tidak perlu berdebat itu (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MM. ARDY MBALEMBOUT

Siap.
KETUA: ASWANTO

Bapak bacakan yang tanggal 31 saja! Kalau Bapak bacakan yang
1...apa ... 1 Juni, itu kami tidak pertimbangkan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MM. ARDY MBALEMBOUT

Jadi sebenarnya, secara Pemohon yang beriktikad baik, sudah
kami lakukan tanggal 31, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO
Sudah. Sudah jelas, Pak.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MM. ARDY MBALEMBOUT

Tapi, perlu (...)
KETUA: ASWANTO

Ini pokoknya, yang masuk tanggal 31 enggak ada perdebatan
lagi.
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510.

511.

512.

513.

514.

515.

516.

517.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MM. ARDY MBALEMBOUT

Kalau bisa dipertimbangkan, Majelis.
KETUA: ASWANTO
Kita akan tidak pertimbangkan.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MM. ARDY MBALEMBOUT

Siap.
KETUA: ASWANTO

Ya. Silakan, yang 31 saja! Semua Pemohon yang lain berlaku
aturan seperti itu.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Dipersilahkan, ya! Jadi, kita tadi sejak ... sebelum tadi
persidangan kita mulai, kita sudah ingatkan. Bahwa yang kita pedomani
adalah Permohonan yang terakhir, perbaikannya adalah tanggal 31 Mei.
Dipersilakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Sebentar, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Kalau tang ... kalau halaman 14 di Permohonan yang 31 itu, itu
untuk caleg haji ... Hj. Tety Indrawa ... Indarti.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Terima kasih, Yang Mulia. Kami akan bacakan yang tanggal 31.

Pemohon atas nama Dr. Hj. Indrawati Sukadis, Dapil VI Jateng,
Nomor Urut 1.

Bahwa adapun dasar-dasar diajukannya Permohonan ini adalah
sebagai berikut.
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518.

519.

520.

521.

Bahwa ada gudak ... dugaan salah input suara yang dilakukan
oleh Termohon. Dan karena kesalahan input tersebut, menguntungkan
Caleg Nomor Urut 2 pada Partai Demokrat. Yang mana kesalahan input
tersebut terdapat di beberapa kecamatan, di antaranya Kecamatan Pakis
dan Kecamatan Ngablak, Kabupaten Magelang.

KETUA: ASWANTO
Halaman berapa, Ibu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Itu halaman 13, Bapak.
KETUA: ASWANTO
Oke. Silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Ya. Nomor 2. Bahwa antara Pemohon dengan Caleg Nomor Urut 2
yang sama-sama dari Partai Demokrat atas hama Bramantyo Suwondo,
selisih perolehan suaranya sebanyak 392 suara.

Tiga. Bahwa sesungguhnya perolehan suara Pemohon lebih besar
daripada suara Caleg Nomor Urut 2 atas nama Bramantyo Suwondo.
Namun, karena kesalahan input Termohon tersebut, menjadikan
perolehan suara Pemohon berkurang dan ada penambahan perolehan
suara bagi Nomor Urut 2 atas nama Bramantyo Suwondo.

Empat. Bahwa dengan adanya kesalahan input yang dilakukan
oleh Termohon terhadap perolehan suara Pemohon tersebut, maka
berdasarkan hukum, apabila Pemohon mengajukan permohonan ke
Mahkamah Konstitusi untuk mengoreksi dan mengevaluasi atas kinerja
Termohon dalam pelaksanaan pemilu berdasarkan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 2017.

Lima. Bahwa untuk memberi rasa keadilan bagi pencari keadilan,
khususnya Pemohon, kami memohon kepada Mahkamah Konstitusi,
memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan suara
ulang di seluruh TPS Kecamatan Pakis dan Kecamatan Ngablak,
Kabupaten Magelang.

Enam. Bahwa dengan segala uraian dan argumentasi hukum yang
Pemohon sampaikan dimaksud di atas, maka kami Pemohon, memohon
kepada Mahkamah Konstitusi memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
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522.

523.

524.

525.

526.

527.

528.

529.

2. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan penghitungan
suara ulang di seluruh TPS di Kabupaten Magelang.
Demikian, Yang mulia. Terima kasih.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik. Untuk perkara ini apakah ada yang mau disampaikan lagi?
Karena kita masih ada juga nama lain yang tidak ada disampaikan, yaitu
untuk Pemohon lain, di sini ada Tety Indarti ... Indarti, ada (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Masih ada, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Makanya saya bilang (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Masih ada, masih ada yang lain.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Masih ada yang mau disampaikan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Ada, ada.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, ini memang perlu kai ... kami ingatkan, dalam permohonan
itu harusnya tergabung secara keseluruhan. Padahal yang dibacakan tadi

itu sudah di bagian pertengahan, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Ya, karena (...)
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530.

531.

532.

533.

534.

535.

536.

537.

538.

539.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Nah, ini (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Ya, karena (...)
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Di bagian awal sebetulnya masih ada yang dikemukakan di sini.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Ya, siap, Yang Mulia. Karena ini DPR RI, jadi kami dulukan, gitu.
Sekarang mau untuk (...)

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ini dari ... ini DPR RI untuk Indrawati Sukadis?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Ya, untuk Jateng. Ya, untuk Jateng.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Jadi yang ... ini yang Indarti ... Tety Indarti ini di mana?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Di provinsi, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ya, dipersilakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Ya. Silakan, Mas!
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540.

541.

542.

543.

544,

545.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Maaf, Yang Mulia. Kami lanjutkan, kami akan membacakan untuk
atas nama Joko Pujianto, Dapil Jawa Tengah III, untuk anggota DPR RI.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Halaman berapa itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Halaman 8.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik, silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Pokok Perkaranya adalah bahwa dari hasil yang ... bahwa dari
hasil Pemohon memperoleh ... terdapat suara keanehan, kejanggalan
yang terindikasi terjadinya kecurangan yang masif dan terencana yang
dilakukan oleh Caleg Nomor Urut 2 atas nama Harmusa Octaviani.
Adapun perubahan-perubahan adalah sebagai berikut.

Contoh di Kabupaten Blora, suara Partai Demokrat adalah 5.678,
suara Pemohon Djoko Udjianto adalah 5.678. Suara Harmusa
Octaviani=9.775, dan kemudian se ... selanjutnya caleg selanjutnya kami
anggap kami bacakan. Akan tetapi terjadi perubahan-perubahan data
menjadi sebe ... sebagai berikut.

Suara Partai Demokrat menjadi 6.711, kemudian suara Pemohon
Djoko menjadi 10.008 ... 10.874, kemudian suara Harmusa Octaviani
menjadi 20.075. Bahwa perubahan-perubahan tersebut ... total menjadi
... jumlah keseluruhan Pemohon menjadi 53.136 dengan demikian terjadi
selisih perubahan suara terlihat sekali dari data tersebut di atas dan
perubahan angka yang besar pada caleg nomor 2 atas nama Harmusa
Octaviani, dan terjadi perubahan suara yang semula 16.884 menjadi
20.075 suara.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya mau konfirmasi dulu, ya.
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546.

547.

548.

549.

550.

551.

552.

553.

554.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

He em.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ini suara Partai Demokrat 6.711, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Kemudian, Djoko Udjianto itu dari Partai Demokrat.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Betul, ini internal.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Kok, bisa 10.0007?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

55-14-

55-14-

55-14-

55-14-

Ya, makanya itu terjadi perubahan-perubahan yang mana nanti

kami akan jelaskan, Pak di (...)
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Nah, itu jadi ... itu menjadi catatan kita, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Ya.

55-14-
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555.

556.

557.

558.

559.

560.

561.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Karena Demokrat kan cuma memperoleh 6.711.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kenapa kok Djoko Udjianto itu memperoleh 10.874? Nanti itu
dijelaskan, silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Baik. Bahwa jumlah perolehan suara menjadi 53.000, Pak.
Dengan demikian terjadi selisih suara terlihat dari data tersebut di atas,
perubahan angka terbesar dari Caleg Nomor 2, Harmusa Octaviani
terjadi perubahan suara yang semula 16.884 menjadi 20.075 suara.
Sedangkan Caleg Nomor Urut 9 atas nama Teguh Istiawan yang semula
2.310 menjadi 2.223 suara, menjadi kehilangan sebanyak 2.087.

Bahwa di Kabupaten Blora sebagai tabel yang kami sandingkan,
Pak, di halaman 11 adalah di Kecamatan Pamotan, semula Djoko
Udjianto mendapat 363, Harmusa 3.326 menjadi ... kemudian ada
perubahan, kemudian terjadi perubahan lagi menjadi ... Djoko Udjianto
menjadi 470 dan Harmusa Octaviani menjadi 5.091 dan kejadian semula
juga terjadi di Kecamatan Kragan, Djoko Udjianto yang sebelumnya 340,
Harmusa=1.580, kemudian menjadi 572 dan Harmusa menjadi 2.283.
Kemudian di Rembang, Djoko Udjianto juga menjadi ... semula 969
kemudian Harmusa 400 (...)

KETUA: ASWANTO
Baca tabelnya enggak gitu, Pak.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Ya.
KETUA: ASWANTO

Djoko Udjianto di Rembang itu awalnya 6 ... 969.

73



562.

563.

564.

565.

566.

567.

568.

569.

570.

571.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

969.
KETUA: ASWANTO
Kemudian mengalami pengurangan sehingga menjadi 804.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Ya.
KETUA: ASWANTO

Kemudian Harmusa awalnya 4.335. Kemudian, ada
penggelembungan menjadi 4.569 (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Baik.
KETUA: ASWANTO
Ya, ini harus begitu baca tabelnya, Pak.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Baik.
KETUA: ASWANTO
Nanti kami bingung kalau bacanya seperti itu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Baik. Baik, Pak.
KETUA: ASWANTO

Silakan!
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572.

573.

574.

575.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Bahwa ini terjadi di Sertifikat Rekapitulasi Penghitungan Perolehan
Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Setiap Kecamatan
Daerah Pemilihan dalam Wilayah Kabupaten Maupun Kota dalam
Pemilihan 2019, dimana sertifikat rekapitulasi ... sertifikat rekapitulasi
patut diduga terjadi rekayasa.

Dua ... enam. Sertifikat hasil perhitungan perolehan suara
anggota Dewan Perwakilan Rakyat di wilayah kabupaten/kota, yang
mana sertifikat rekapitulasi patut diduga direkayasa dan tidak ada
seorang pun saksi dari masing-masing saksi yang menandatangani.

Bahwa Saksi Partai Demokrat atau Pemohon saat Pleno
Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Nasional KPU RI telah
melakukan protes dan keberatan yang dituangkan dalam pernyataan
keberatan saksi atau catatan kejadian khusus rekapitulasi hasil
penghitungan perolehan suara di tingkat nasional tahun 2019, tertanggal
15 Mei 2009 ... 2019.

Kami langsung ke Petitum.

Bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut di atas. Satu.
Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Membatalkan
Keputusan Termohon Nomor 987 dan seterusnya, khusus untuk daerah
pemilihan ... Dapil III. Kami renvoi karena tidak ada ininya, Majelis. Dan
menetapkan (...)

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Renvoinya di mana itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Di Petitum Nomor 2 karena mestinya khusus untuk
membatalnya khusus untuk wilayah Dapil III.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, setelah tahun 2019 itu?
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576.

577.

578.

579.

580.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Khusus ... ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Ketiga. Menetapkan Pemohon sebagai Anggota DPR ... DPR RI
Periode 2019 hingga 2000 ... 2024 di Dapil III Jawa Tengah.

Kemudian, kami lanjut dengan Permohonannya untuk Provinsi
Jawa Tengah atas nama Hj. Tety Indrawati, S.H., Dapil VI, Nomor Urut
1.

Bahwa ... dalam pokok-pokok perkara, Pemohon mendalilkan
bahwa (...)

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Halaman berapa di Permohonan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Halaman 15. Kami langsung ke halaman 15.

Bahwa Pemohon mendalilkan adanya dugaan penggembosan atau
penggelembungan oleh Partai PDI Perjuangan di 7 kecamatan, yaitu
Kecamatan Wuryantoro, Kecamatan Nguntoronadi, Kecamatan Karang
Tengah, Kecamatan Purwantoro, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan
Eromoko, dan Kecamatan Kismantoro, yang tersebar di 809 ... 809 TPS.

Bahwa berdasarkan ... kemudian, juga terjadi penggembosan dan
penggelembungan oleh Partai PKB vyang terjadi di Kecamatan
Wuryantoro, Kecamatan Nguntoronadi, Kecamatan Karang Tengah,
Kecamatan Purwantoro, Kecamatan Jatipuro, Kecamatan Eromoko, dan
Kecamatan Kismantoro, yang tersebar di 809 TPS.

Dan juga terjadi juga penggelembungan dan penggembosan oleh
Partai Golkar di kecamatan yang sama.

Dan dugaan juga terjadi penggembosan dan penggelembungan
oleh Partai PAN di kecamatan sama.

Sehingga bahwa berdasarkan tabel Provinsi Jawa Tengah,
perpindahan dan penggelembungan suara di Kabupaten Sragam ... eh,
Sragen di 7 Kecamatan Sumberejo, dan Kecamatan Gondang,
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581.

582.

583.

584.

585.

Kecamatan Kalijambe, Kecamatan Ngrampal, dan Kecamatan
Sambungmacan, dan Kecamatan Sidoarjo, yang tersebar di 527 TPS
pada wilayah Dapil VI, Provinsi Jawa Tengah.

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan
sebagai berikut.

Bahwa Pemohon menduga kehilangan suara sejumlah 15.328
suara.

Kami langsung ke Petitum karena tabel-tabel enggak perlu
dibacakan.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ya, silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas,
Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan
keputusan, sebagai berikut.

Satu. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987 dan
seterusnya, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jawa
Tengah Daerah Dapil VI Jateng. Menetapkan hasil perolehan suara yang
benar untuk hasil penghitungan suara Pemilihan Umum Anggota DPRD
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019, asal Dapil Jateng VI, dengan tabel
sebagai berikut.

Kami anggap dibacakan, Pak, tabelnya.

Empat. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk
melaksanakan putusan ini. Atau apabila Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono). Demikian.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Dari peringkat ini yang ... apa hubungannya dengan si
Pemohon Tety Indarti?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Gimana, Pak?
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Itu tidak ada ditunjukkan di dalam Petitumnya?
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586.

587.

588.

589.

590.

591.

592.

593.

594.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Tety ini provinsi, Pak.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Provinsi? Ini yang petitum ini yang Saudara bacakan ini tadi ada
hubungannya dengan siapa ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Itu petitum untuk Tety.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Untuk Tety, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Ya. Provinsi.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ya. Baik.
Jadi, maksud saya dimana dia ini? Kan dari PDI Perjuangan? Dari

mana ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Tety dari Demokrat.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ah, dari Demokrat, di mana ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Teti di halaman (...)
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595.

596.

597.

598.

599.

600.

601.

602.

603.

604.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Peringkat 10, ini?

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Tety dari mulai halaman, sebentar (...)

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Bukan, di halaman 18.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Kan ada peringkat di satu, peringkat satu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Ya.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi hubungannya dengan Permohonan atas nama Tety Indarti itu
di mana, di suara yang mana di sini? Di peringkat berapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Kalau untuk suara di ... ada di beberapa kecamatan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini kan ada peringkat 10, kemudian di sini Demokrat, apa ada
hubungannya dengan ini? Atau secara keseluruhan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Secara keseluruhan, Majelis.
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605.

606.

607.

608.

609.

610.

611.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, terima kasih. Untuk Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019, kita anggap sudah selesai. Masih ada pertanyaan,
Yang Mulia?

Cukup.

Kita sambung ke Perkara (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIRRA PRAYUNA

Interupsi, Yang Mulia. Sedikit, Yang Mulia. Mohon izin, Yang
Mulia.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ya, silakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIRRA PRAYUNA

Terkait dengan Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019yang baru saja selesai di periksa oleh Yang Mulia. Yang
tadi kita dengar Bersama, meskipun perkara ini menurut pandangan
Yang Mulia tertib Hukum Acara tidak dipertimbangkan. Namun Perkara
Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019ini sangat berkaitan dengan
Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang Mulia. Ini enggak ada hubungannya dengan ... dengan
saudara. Jadi ini (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIRRA PRAYUNA

Tidak, Yang (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan. Ini bagiannya disini, belum ada soal-soal yang begitu.
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612.

613.

614.

615.

616.

617.

618.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIRRA PRAYUNA

Ndak, Yang Mulia. Saya ingin melalui catat ... melalui, Yang Mulia

(...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tidak, tidak ada catatan itu. Ini semuanya satu. Sekarang
Pemohon menyampaikan semuanya, jadi belum ada catatan dari
siapapun kecuali dari, Hakim.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIRRA PRAYUNA

Supaya tidak terlewatin Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan. Nanti kalau nanti tiba pula yang lain menyelak sana, kan.
Kan giliran PDI apa ... Pemohon untuk PDIP kan sudah tadi. Yang dia
sampaikan apa kepentingannya. Sekarang disini menyampaikan
kepentingannya pula.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIRRA PRAYUNA

Karena ini perkait .. Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 ini, Yang Mulia, yang tadi sudah kami sampaikan pada
apa ... pemeriksaan sebelumnya. Untuk melalui Yang Mulia, untuk
menjadi catatan bahwa tergambar ada pola dari ... ini aja, Yang Mulia,
melalui Kepaniteraan, untuk menjadi catatan meskipun tidak
dipertimbangkan menurut Yang Mulia. Itu saja, Yang Mulia dari kami.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang sudah di
... diperiksa kapan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIRRA PRAYUNA

Disampaikan tadi (...)
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619.

620.

621.

622.

623.

624.

625.

626.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya. Ada hubungannya dengan Perkara Nomor 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIRRA PRAYUNA

Ada hubungannya dengan Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/20109.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIRRA PRAYUNA

Dalam konteks apa? Gambaran pola kekeliruan dalam rekapitulasi.
Untuk dicatat melalu Panitera, mela ... seizin, Yang Mulia. Itu saja Yang
Mulia harapan kami. Terima kasih.

KETUA: ASWANTO

Baik. Nanti kalau ada yang masih kurang kan, Anda nanti masih
punya giliran untuk pembuktian, hal-hal seperti itu nanti Anda bisa
persoalkan di pembuktian. Silakan Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kita lanjut ke Perkara Nomor  115-12-13/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019. Ini dari Partai Amanat Nasional, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan, siapa yang mau menyampaikan nhamanya?
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627.

628.

629.

630.

631.

632.

633.

634.

635.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Baik, Yang Mulia. Nama saya Muhammad Junaidi. Salah satu
Kuasa Hukum Pemohon dari Partai Amanat Nasional dan Calon Anggota
DPRD Kabuapten Kudus, Saudara Bambang Kasriyono daerah pemilihan
Kudus III, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Namanya tadi siapa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Muhammad Junaidi, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Muhammad Junaidi, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ada namanya di dalam Kuas ... permohonan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Ada, Yang Mulia. Nama Lengkap saya Dr. Muhammad Junaidi,
S.H., M.H., Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Muhammad Junaidi. Yang saya baca disini nama yang ada (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Ya.
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636.

637.

638.

639.

640.

641.

642.

643.

644.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Adalah Surya Imam? Betul?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Ya. Surya Imam, Nomor 1, Yang Mulia. Terus Nomor 2, Shanti.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Shanti, Hery.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Nomor 3, Hery. Nomor 4, Jubir. Nomor selanjutnya Andi,
Zulkarnain, dan saya Yang Mulia. Dr. Muhammad Junaidi, S.H., M.H. Dan
mohon izin, Yang Mulia. Di depan itu kami ada kekeliruan, renvoi yaitu
namanya harusnya ada 8 kami hanya menulis 6, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Ini yang ada pada saya sebetulnya tidak ada nama itu, tapi
setelah dikonfirmasi dengan surat kuasa dan permohonan, yang (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Ada tanda tangan Yang Mulia di permohonan kami, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Halaman belakang, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Halaman 12. Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Muhammad Junaidi. Mana sebentar.

Baik. Di surat kuasa kita lihat ada, Muhammad Junaidi, nomor urut
7 dalam surat kuasa, ya.
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645.

646.

647.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Dipersilakan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Baik, Yang Mulia. Saya langsung saja membacakan pokok
permohonan kami dan pada kesempatan kali ini terkait kewenangan MK,
kedudukan hukum, kemudian tenggang waktu saya kira sudah saya
lewati.

Yang Mulia Majelis Hakim yang saya hormati. Pada kesempatan
kali ini, kami melakukan persandingan sebagaimana format yang ada
dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, sesuai dengan tabel di dalam
lembar halaman 4. Kami mohon izin tidak mem ... memberikan nomor
halaman, Yang Mulia, tapi kami menyebutnya di sini adalah lembar
keempat.

Kemudian, yang pertama. Sesuai dengan kolom-kolom
perbandingan, perolehan suara sesuai dengan hasil rekapitulasi oleh
Komisi Pemilihan Umum, PKB itu 26.111. Kemudian, menurut prespektif
kami dari Pemohon, itu adalah 26.060. Jadi, selisihnya ada 51.

Kemudian yang kedua, Gerindra=15.798. Menurut Pemohon
adalah 15.797, selisinya ada 1.

Kemudian, yang ketiga adalah Nasdem=11.518. Menurut
Pemohon, itu adalah 11.451, selisihnya ada 67.

Kemudian, Partai Golkar=17.787. Pemohon ... menurut Pemohon
adalah 17.702, selisihnya adalah 85. Jadi, total keseluruhan selisihnya
adalah 158, Yang Mulia.

Kemudian, mengenai ... mengenai selisih suara di atas, Pemohon
mendalilkan sebagai berikut.

Sebagai dasar kami mela ... mengajukan Permohonan.

Bahwa terjadinya penambahan perolehan suara bagi parpol lain,
yaitu PKB, Gerindra, dan Nasdem, dan Golkar dari Kecamatan Jekulo
sebanyak 152 suara. Dikarenakan salah ... sa ... salah perhitungan di
Form C-1, sebagaimana Bukti P-14, P-11, P-3, P-7, P-9, P-10, P-13, P-8,
P-4, P-14.

Uraian atas penambahan suara yang tidak sesuai dengan
perhitungan Permohonan, terdapat di beberapa TPS sebagai berikut.
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Yang pertama. PKB di Bulungcangkring, di TPS 33, jumlah 28,
ditulis 38. Kemudian, PKB yang kedua adalah di Bulung Kulon, TPS 5,
jumlah 29, ditulis 30. Kemudian, Honggosoco ditulis ... TPS 1, jumlah 16,
ditulis 36 ... 26. Kemudian, di Honggosoco, TPS 18, jumlah 10, ditulis 20.
Kemudian di Klaling, TPS 26, jumlah 44, ditulis 54. Di Pladen, TPS 2 ...
TPS 12, jumlah 59, ditulis 60. Di Tanjungrejo, TPS 31, jumlah ditulis 16,
ditulis 25.

Kemudian, Gerindra Terban 9 ... TPS 9, jumlah 32, ditulis 33.

Nasdem Bulung Kulon, TPS 8, jumlah 11, ditulis 41. Kemudian, di
Bulung Kulon lagi, Nasdem TPS 9, ditulis 10 ... jumlah 10, ditulis 40.
Kemudian, di Sadang, TPS 19, jumlah 15, ditulis 22, Yang Mulia.

Kemudian, Partai Golkar. Bulung Kulon 9 ... TPS 9, jumlah 13,
ditulis 23. Di Klaling 20 ... TPS 20, jumlah 16, ditulis 45. Di Pladen,
jumlah ... TPS 6 jumlahnya 12, ditulis 22. Di Sadang, TPS 21, jumlah 48,
ditulis 50. Di Tanjungrejo, TPS 20 jumlah 16, ditulis 45. Di Terban, TPS
25, jumlah 0, ditulis 5, Yang Mulia.

Kemudian, poin yang kedua. Bahwa terdapat dafta ... daftar
pemilih khusus yang melampaui ketentuan pada TPS dalam ... dalam
Desa Honggosoco, Hadipolo, Bulungcangkring, Gondoharum, dan Terban
berdasarkan pada Bukti P-1.

Kemudian, poin yang ketiga. Bahwa berdasarkan Berita Acara
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada Tingkat
Kabupaten Kudus oleh pemilihan ... Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Kudus tanggal 2 Mei 2019 telah terjadi kesalahan hasil perhitungan suara
yang ditetapkan oleh Termohon, yang berpengaruh terhadap perolehan
kursi Pemohon di DPRD Kabupaten Kudus, Daerah Pemilihan Kudus III.

Kemudian, poin yang keempat. Adanya kesalahan Rekapitulasi
Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum pada Tingkat Kabupaten
Kudus oleh Komisi Pemilihan Umum Kudus bersifat terstruktur,
sistematis, dan masif yang sangat memengaruhi terpilihnya Pemohon
sebagai anggota legislatif dari Partai Amanat Nasional.

Bentuk kesalahan yang terjadi dan sangat merugikan Pemohon
terjadi pada Daerah Pemilihan Kudus III, Kabupaten Kudus, Provinsi
Jawa Tengah. Dimana Pemohon menjadi salah satu kontestan Calon
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kudus dari Partai
Amanat Nasional dengan Nomor Urut 1 rekapitulasi hasil penghitungan
suara pemilihan umum.

Telah terjadinya kesalahan rekapitulasi hasil penghitungan suara
pemilihan umum pada tingkat Kabupaten Kudus oleh Komisi Pemilihan
Umum Kudus pada Daerah Pemilihan Kudus III, Kabupaten Kudus,
Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana berikut di lampiran hal ... di lembar
halaman kelima, Yang Mulia. Kami mohon izin tidak menuliskan tabelnya
berapa, Yang Mulia.
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648. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Ya. Ya, dianggap dibacakan.

649. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Baik, Yang Mulia. Saya lanjutkan pada ... di lembar halaman 10.

Bahwa berdasarkan tabel kesalahan-kesalahan perhitungan di
atas, Pemohon merasa hak konstitusional sebagai salah satu kontestan
Pemilihan Umum Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kudus
dari Partai Amanat Nasional Nomor Urut 1, Daerah Pemilihan Kudus
Kabupaten Kudus, Provinsi Jawa Tengah dirugikan, sehingga Pemohon
tidak mendapatkan kepastian hukum atas proses penghitungan suara
yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait.

Jika memberhentikan ... mempertimbangkan perolehan suara kursi
DPRD Kabupaten Kudus yang berjumlah 11 kursi, sesuai dengan hasil
rekapitulasi Calon Anggota DPRD pada Dapil III, Kabupaten Kudus,
terpilih sesuai dengan hasil Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perhitungan
Suara di Tingkat Kabupaten Kudus pada Pemilihan Umum Tahun 2019
sesuai dengan tabel sudah kami anggap dibacakan, Yang Mulia.

Kemudian, bukti di atas, di rekapitulasi oleh Pemohon berdasarkan
data DAA-1 DPRD Kabupaten Kudus, Kecamatan Jekulo, Bukti P-5.

Adanya kesalahan perhitungan di atas menjadikan Pemohon
mengalami kerugian sebagai calon anggota legislatif untuk terpilih dari
Daerah Pemilihan III.

Berdasarkan kesalahan-kesalahan yang dapat dibuktikan di atas,
maka Termohon harus melakukan perhitungan ulang ... ulang atas
kesalahan yang dilakukan dalam hasil penghitungan, sehingga tidak
merugikan Pemohon sebagai salah satu kontestan pemilihan umum calon
anggota Dewan Perwakilan Rakyat DPRD Kudus dari Partai Amanat
Nasional Nomor Urut 1 Daerah Pemilihan Kudus III Kabupaten Kudus
Provinsi Jawa Tengah.

Sebagai tambahan, mohon izin, Yang Mulia. Jadi, tidak kami
masukkan di sini karena kejadiannya itu adalah setelah kami mengajukan
permohonan KPU Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kudus itu
membuka kotak suara tanpa sepengetahuan dari pihak partai politik
yang ada di Kabupaten Kudus.

Jadi, kami mendapatkan beritanya itu pada link-link berita sesuai
dengan link-link berita yang ada pada tanggal 5 Juli 2019. Itu menjadi
bagian yang tentunya meskipun tadi ada istilah mayor dan minor akan
tetapi substansinya sangat mendukung daripada permohonan yang kami
ajukan, Yang Mulia.

Kemudian, petitum yang kami ajukan dari alasan-alasan
permohonan tersebut, berdasarkan seluruh uraian sebagaimana
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650.

651.

652.

653.

654.

dimaksud di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi
untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Yang pertama, mengabulkan permohonan Pemohon untuk
seluruhnya, membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum tentang
Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR ... DPR dan DPRD dalam
pemilihan umum tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari
Selasa tanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten
Kudus, sepanjang daerah pemilihan Kabupaten Kudus III sesuai dengan
dalil dalam posita permohonan.

Dan yang ketiga, menetapkan hasil permohonan suara yang benar
untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Kudus di
beberapa daerah pemilihan sebagaimana tabel yang ada dalam
permohonan kami, Yang Mulia. Di halaman 12.

Kemudian, memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk
melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi
berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono)

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik. Jadi, dari PAN, vya, dalam Perkara Nomor 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini, kita sudah dengarkan. Apakah ada

yang mau ditambahkan?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIS SEPTIONO

Ada tambahan, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Mengenai apa?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIS SEPTIONO

Izin, Yang Mulia. Jadi, terkait dengan perbaikan di halaman awal
tadi, nama penerima kuasa.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya?

88



655.

656.

657.

658.

659.

660.

661.

662.

663.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIS SEPTIONO

Tertulis ada 6, seharusnya ada 8. Karena di dalam lembar terkahir
sudah tanda tangan dan di Surat Kuasa juga ada.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Baik. Tadi sudah, sudah kita konfirmasi.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIS SEPTIONO

Yang kedua (...)
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL
Oke. Enggak ada masalah lagi mengenai itu?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIS SEPTIONO

Ya. Yang kedua, terkait dengan Nomor Urut 1. Jadi, ini
Pemohonnya adalah partai cuma dalam pembuatan kami caleg jadi
Nomor Urut 1 ini kita coret. Kata Nomor Urut 1.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIS SEPTIONO

Ya. Terima kasih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terima kasih. Jadi, nomor urut 1-nya dicoret begitu? Terima
kasih. Silakan.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Terima kasih, Yang Mulia. Ini saya minta penjelasan saja, ya.

Ini kan ada tabel-tabel, dari halaman 5, 6, 7, 8, 9, 10, ya, itu tabel
semua. Tolong dijelaskan apa yang dimaksud ini? Suara sah 183 ya yang
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664.

665.

666.

667.

668.

669.

670.

671.

Desa Bulungcangkring ... cangkring, suara TPS 2 ya, suara sah 183.
Sedangkan jumlah suara semua 182. Sehingga, terdapat selisih kurang
1. Apa nih maksudnya? Coba jelaskan dulu!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Baik, Yang Mulia. Jadi, kalau berdasar kepada lembar ke 5 itu,
kami mendapati berdasarkan pada Bukti C-1, Yang Mulia. Yang telah
kami lampirkan dalam permohonan di awal, Yang Mulia. Kami menilai
bahwa dalam (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jangan menilai.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Kami melihat berdasarkan (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang 183 ini apa yang dimaksud suara sah ini? Itu orang yang
datang ke tem ... apa ... melakukan pemungutan suara ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIS SEPTIONO

Suara sah dalam Form C-1, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Suara sah dalam Form C-1? Oke. Sedangkan jumlah suara
semua? Jumlah suara semua ini apa sebetulnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIS SEPTIONO

182.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Apa yang dimaksud suara semua itu?
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672.

673.

674.

675.

676.

677.

678.

679.

680.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIS SEPTIONO

Suara partai sah. Suara sah di dalam (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Semua partai?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIS SEPTIONO

Ya, salah itu.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, suara sahnya 183, sedangkan jumlah semua ... jumlah suara
semua 182. Sehingga, terdapat selisih kurang 1. Apa yang dimaksud

kurang 1 ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIS SEPTIONO

Jadi, kami mengoreksi, di dalam Form C-1 itu tertulis 183.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIS SEPTIONO

Seharusnya, 182. Jadi, ada selisih dalam perhitungan di dalam C-1
itu.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Jadi, gara-gara ada yang 1 ini, kemudian merugikan Saudara
ya? Klien Saudara?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIS SEPTIONO

Ya.
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681.

682.

683.

684.

685.

686.

687.

688.

689.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang kelebihan selisih kurang ini merugikan klien Saudara?
Bagaimana menjelaskannya ini? Ini kan harus dikontes ini dengan suara
akhirnya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIS SEPTIONO

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada yang suara lebih ada yang suara kurang. Apa konteksnya
dengan ... apa namanya ... dengan angka yang nanti bisa menambah

atau segala macam terkait dengan klien Saudara itu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIS SEPTIONO

Jadi, kami dalam permohonan ada beberapa alasan. Yang Mulia,
tanyakan itu ada di dalam halaman ke 4.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIS SEPTIONO

Mengenai selisih suara.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIS SEPTIONO

Kalau ini adalah alasan ke-2.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.
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690.

691.

692.

693.

694.

695.

696.

697.

698.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ARIS SEPTIONO

Di mana Termohon ini dalam melakukan rekapitulasi berdasarkan
C-1 terdapat beberapa kekeliruan. Begitu, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terus. Yang mana ini pokok yang di poin ke-4 nya? Coba
bacakan. Di halaman 4 itu apa yang Saudara maksud.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Ya, Yang Mulia. Poin ke-4 itu kalau kami mulai dari tabel yang
pertama itu adalah ada tabel perolehan suara menurut Termohon dan
menurut Pemohon, kemudian selisihnya.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Kemudian, kita mencoba memperinci dalam tabel selanjutnya,
Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke. Pelan-pelan dong!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Jadi, tabel di situ (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Pelan-pelan!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Baik, baik, mohon izin, Yang Mulia.
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699.

700.

701,

702.

703.

704,

705.

706.

707.

708.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi, jangan terlalu ... apa ... kita saja yang perkaranya banyak
enggak secepat itu nanya Saudara.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Ya. Siap, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ini kan ada pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Ya, Yang Mulia. (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Di atas, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Ya.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Lalu ada PKB, Gerindra, Nasdem, Golkar.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Di ujungnya ada selisihnya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Ya, Yang Mulia.
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709.

710.

711,

712,

713.

714,

715.

716.

717.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Selisihnya itu totalnya 158.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Betul.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke. Lalu, diuraikan di bawahnya (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Betul.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Sebagai berikut. PKB, Gerindra, Nasdem, dan Golkar, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Ya, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Lalu, apa lagi konteksnya dengan yang ... yang di belakang
ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Maksud kami, Yang Mulia. Jadi, kami mencoba menjabarkan lebih
lanjut, Yang Mulia. Tapi mohon izin, Yang Mulia, fokus kami itu ada pada
lembar halaman keempat, Yang Mulia. Jadi (...)

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh. Kalau begitu, halaman 5 sampai seterusnya untuk apa
gunanya?
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718.

719.

720.

721,

722,

723,

724,

725,

726.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Di situ merupakan penjabaran. Contohnya, kami yang sebut
istilahnya PKB Bulungcangkring itu ada di TPS 33.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Ya, Yang Mulia. TPS 33 itu (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
TPS 33 ini?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Ya, Yang Mulia (...)
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Suara sah=182?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Sedangkan jumlah suara semua adalah 170 ... 172, sehingga
terdapat selisih suara 10.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Dan kemudian, itu fakta itu kemudian kami cross-check-kan

dengan bukti yang ada dalam Form C-1, Yang Mulia. Mungkin nantinya
dapat kita ... apa ... kita buka di dalam proses pembuktian, Yang Mulia.
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727.

728.

729,

730.

731,

732.

733.

734.

735.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Oke, nanti kalau ... kalau proses pembuktian, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Ya, Yang Mulia. Jadi, tidak bisa kami jabarkan pada Permohonan
permulaan seperti ini, Yang Mulia.

HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Karena begini, Mas. Jadi, semua angka-angka ini harus punya
korelasi terus dengan angka yang didalilkan, bergesernya kursi-kursi itu.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA
Ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Baik, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu. Jadi, itu penting, sehingga ... apa namanya
penguraian dari awal sampai akhir itu bisa membuktikan bahwa semua
tabel yang diajukan ini berkorelasi positif ataupun berkor ... berkorelasi

negatif dengan Anda.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Terima kasih, Yang Mulia.
HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke. Terima kasih.
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736.

737.

738.

739.

740.

741.

742,

743.

HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Untuk Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 sudah selesai. Saya kembalikan kepada Ketua Panel.

KETUA: ASWANTO

Terima kasih, Yang Mulia.

Selanjutnya, kita sahkan alat bukti. Untuk ... untuk Demokrat, ya,
untuk Demokrat alat bukti yang Saudara masukkan dibagi untuk Djoko
Udjianto, P-1 sampai dengan P-504. Betul, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
Kemudian, untuk Indrawati Sukadis, P-1 sampai P-98?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DORMAULI SILALAHI

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Ya. Tapi ada catatan untuk P-67, P-90, dan P-98 tidak sesuai alat
buktinya dengan daftar bukti. Daftar bukti dengan bukti fisik yang
Saudara masukkan untuk P-67, P-90, dan P-98 itu tidak sesuai. Nanti di

. apa ... di ... apa namanya ... koordinasi kembali dengan Bagian
Kepaniteraan.

Kemudian, untuk Tety Indarti, itu tidak ada daftar dan tidak ada

juga alat bukti yang Saudara serahkan. Betul, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Betul, Yang Mulia. Karena alat buktinya terlambat, sehingga kami
berkesimpulan tidak kami serahkan (...)

KETUA: ASWANTO

Baik.
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744,

745.

746.

747.

748.

749.

750.

751,

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 55-14-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MEHBOB

Karena sudah melewati batas waktu.
KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih. Kita sahkan.

KETUK PALU 1X

Untuk Perindo, ini alat bukti yang Saudara masukkan Djoko ...
atas nama Joko Mustiko, P-1 sampai dengan P-29. Betul, ya, Perindo?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Ya. Benar, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
P-1 sampai dengan P-29?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Ya.
KETUA: ASWANTO

Sudah diverifikasi.

KETUK PALU 1X

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 138-09-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Namun ada tambahan, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Tambahan ... mau diserahkan sekarang?
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752.

753.

754.

755.

756.

757.

758.

759.

760.

761,

KUASA HUKUM

13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

PEMOHON PERKARA NOMOR

138-09-

Ini sudah tercatat di hari Selasa, 9 Juli 2019, pukul 09.49 WIB.

KETUA: ASWANTO

Ya, itu P-29 kan? Akhirnya (...)

KUASA HUKUM

13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

Ya.

KETUA: ASWANTO

Bukti Saudara menjadi P-29 karena ada tambahan itu?

KUASA HUKUM

13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

PEMOHON PERKARA NOMOR

PEMOHON PERKARA NOMOR

Ya. Ya. Benar, Yang Mulia (...)

KETUA: ASWANTO
Betul, ya?

KUASA HUKUM

13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HERRY FIRMANSYAH

PEMOHON PERKARA NOMOR

Mohon maaf, ya.

KETUA: ASWANTO

138-09-

138-09-

138-09-

Ya. Oke. Kemudian, dari Partai Amanat Nasional, ini Kudus ...
Dapil Kudus, P-1 sampai dengan P-13? Betul, ya?

KUASA HUKUM

PEMOHON PERKARA NOMOR

13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Betul.

KETUA: ASWANTO

KETUK PALU 1X

158-02-
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762.

763.

764.

765.

766.

767.

768.

769.

Untuk Partai Gerindra, Dapil Magelang III, itu P-2 Kota.1 sampai
dengan P-2 Kotta.12. Betul, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
Gitu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Kemudian, untuk Dapil Kudus IV, P-2 DPRD Kabupaten IV.1
sampai dengan P-2 ... sampai dengan P-2. Betul, ya? PD ... P-2 DPRD
Kab ... Kab.19 lengkap. Betul, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Betul, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Saya ulangi. Untuk wilayah ini Dapil Kudus 1V, ini Anda memberi
kode. Padahal, sebenarnya ada standar kode bukti, gitu, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Ya, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Ini Anda memberi kode tersendiri, gitu. Untuk Kudus IV, P-2
DPRD/Kab IV.1 sampai dengan P-2 DPRD/Kab/19.
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770.

771.

772.

773.

774.

775.

776.

777.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 158-02-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACHMAD SAFAAT

Betul, Yang Mulia. Mohon izin, Yang Mulia. Untuk daftar buktinya
kami mau ada renvoi, halaman 3, penulisan saja, penulisan saja.

KETUA: ASWANTO
Ya, nanti ... anu ... nanti langsung ke bagian kepaniteraan, ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Ya, siap.
KETUA: ASWANTO

Kan cuma merenvoi, ya? Secara substantif alat bukti yang saya
sebutkan tadi sudah betul, ya?

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Ya, betul, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Baik, kami juga sudah verifikasi.

KETUK PALU 1X

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 115-12-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MUHAMMAD JUNAIDI

Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari Partai PAN Kabupaten Kudus,
jumlah alat bukti kami ada 15 dan kemudian kami mohon izin karena tadi
yang saya sampaikan ada bukti pendukung, Yang Mulia. Mohon izin kami
tambahkan lagi, Yang Mulia, nantinya.

KETUA: ASWANTO

Nanti berhubungan dengan bagian kepaniteraan.
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778.

779.

780.

781.

782.

783.

784,

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Siap, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Saudara masih punya waktu untuk me ... memasukan bukti
sampai dengan sidang pembuktian nanti.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Terima kasih, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Kami akan memberi kesempatan sampai pada sebelum sidang
pembuktian dimulai.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ACE KURNIA

Siap, siap, Yang Mulia. Terima kasih banyak, Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO

Kenapa sebelum? Karena kita akan melakukan verifikasi dan kita
sahkan pada akhir sidang.

Kemudian untuk PDIP, P-1 sampai dengan P-415, ya, ada catatan,
P-13 fisiknya tidak ada, P-215, P-294, P-308, P-309, P-313, tidak sesuai
dengan daftar alat bukti. Nanti disinkronkan, ya.

Baik, kemudian P-232 ini tidak bermaterai. Kemudian P-396 tidak
ada legalisir, nanti di ... dilengkapi, ya.

Baik. Kita sudah verifikasi dan nanti apa namanya ... yang belum
sempurna nanti disempurnakan, ya.

KETUK PALU 1X

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
158/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIN

Mohon izin, Yang Mulia. Kami dari Terkait, Partai Demokrat. Tadi
di dalam pembacaan (...)

103



785.

786.

787.

788.

789.

790.

791,

KETUA: ASWANTO

Tolong petugas miknya ditukar yang disampingnya, tolong Mas!
Yang disampingnya ditukar. Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
158/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIN

Terima kasih.
KETUA: ASWANTO
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
158/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIN

Tadi dalam pembacaan permohonan, seperti dari Nomor 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Nomor 158/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019,
banyak renvoi.

KETUA: ASWANTO
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
158/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIN

Kami ... kami kan tentunya keterangan Pihak Terkait harus
menyesuaikan. Ini kapan dikasih batas waktu kapan terakhir? Itu
pertama. Kedua, apakah kami bisa dapat kopi permohonannya dari
mereka atau dari website? Terima kasih.

KETUA: ASWANTO

Ini tadi kan sudah kita ingatkan kepada Para Pemohon, renvoi
yang dimungkinkan itu adalah renvoi yang minor, yang tidak substantif.
Kalau yang sudah ... yang substantif itu kita tidak bisa menerima itu.

Jadi saya kira sepanjang itu minor, silakan Saudara respons nanti.
Tapi kalau tidak apa namanya ... sudah substantif, substansi, ya,
Saudara terserah nanti bagaimana respons Saudara, gitu. Dan Saudara
juga nanti kan masih diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan, ya.
Baik. Jelas, ya?
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792.

793.

794,

795.

796.

797.

798.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
158/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIN

Jelas. Mohon izin, kesempatan untuk perbaikan terakhir kapan,
Pak Ketua?

KETUA: ASWANTO

Sebelum giliran Saudara untuk pembuktian. Jadi nanti kan, sidang
berikutnya kita ini kesempatan Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu
untuk menyampaikan jawaban untuk Terkait dan keterangan untuk Pihak
Terkait dan Bawaslu. Sesudah itu, kita sidang berikutnya adalah sidang
pembuktian untuk para Pemohon, sesudah itu pembuktian untuk
Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu. Sebelum sidang pembuktian
untuk Saudara, perbaikan sudah harus masuk, termasuk kalau ada bukti-
bukti tambahan. Bukti tambahan sudah harus kami terima sebelum
sidang untuk pembuktian masing-masing pihak. Jelas, ya? Baik.

Anda Terkait untuk perkara nomor berapa?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
158/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIN

Kami ... saya Terkait untuk Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 Perkara Nomor 158-02-13/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 itu Kota Magelang.

KETUA: ASWANTO

Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
158/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIN

Terus ada Perkara Nomor 55-14-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
Jateng VI untuk DPR RI itu internal, ada juga dari PDIP Perkara Nomor
75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

KETUA: ASWANTO

Ya, oke.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
158/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIN

Terima kasih.
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799.

800.

801.

802.

803.

804.

805.

KETUA: ASWANTO
Baik, jelas, ya? Untuk sidang berikutnya ini (...)

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIRRA PRAYUNA

Yang Mulia.
KETUA: ASWANTO
Ya.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIRRA PRAYUNA

Saya boleh izin, Yang Mulia?
KETUA: ASWANTO
Silakan, 1 menit maksimal!

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 75-03-
13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIRRA PRAYUNA

Ya, ya. Saya ingin mengulang saja, Yang Mulia. Yang tadi di ...
saya kemukakan untuk diberikan menjadi sebuah catatan melalui ...
seizin Yang Mulia di Kepaniteraan. Karena ini berkorelasi terhadap
Perkara Nomor 75-03-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 (...)

KETUA: ASWANTO

Baik, kalau begitu tidak perlu ... tidak perlu 1 menit. Sidang akan
mencatat itu, tolong dicatat, ya. Kalau tidak dicatat Anda nanti interupsi
terus, gitu.

Baik. Untuk penundaan sidang, hari Senin, tanggal 15 Juli Tahun
2015, ya. Jadi, sidang berikutnya kita agendakan pada hari Senin,
tanggal 15 Juli Tahun 2015. Waktu ... eh, sori, ini 2015, ya. Saya juga
membaca 2015 karena tulisannya 2015, sori, 2019. Ini kalau siang-siang
begini apa yang dibaca langsung ... apa yang dilihat, langsung dibaca.
Saya ulangi, untuk sidang berikutnya hari Senin, tanggal 15 Juli Tahun
2019, waktu pukul 19.00 WIB. Ya, malam. Pukul 19.00 WIB ... ini ndak
salah baca kalau ini, yang tadi salah baca yang 15 itu. Sebentar,
sebentar!
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806.

807.

808.

809.

810.

811.

812.

813.

814.

KUASA HUKUM TERMOHON: SAMSUDIN SLAWAT
Mohon konfirmasi, Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO
Ya?

KUASA HUKUM TERMOHON: SAMSUDIN SLAWAT

Untuk sesi pagi tadi juga pukul 19.00 WIB, apakah berbarengan
dengan itu?

KETUA: ASWANTO

Jawa Tengah, ya? Ya, kita satukan Jawa Tengah nanti. Ya, pukul
19.00 WIB, ya. Enggak apa-apa kita sampai begadang sedikit, ya?

Agenda atau acara adalah mendengarkan jawaban Termohon,
keterangan Bawaslu, keterangan Pihak Terkait, dan pengesahan bukti
Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait. Jelas, ya? Pemberitahuan ini
berlaku sebagai panggilan resmi dan Mahkamah tidak akan
menyampaikan panggilan tertulis, ya. Jangan lagi nanti ada yang
komplain, “Kami belum terima undangan atau panggilan sidang.”
Pemberitahuan ini sekaligus sebagai panggilan sidang secara resmi.
TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Majelis (...)
KETUA: ASWANTO

Ya?
TERMOHON: HASYIM ASY’ARI

Termohon.
KETUA: ASWANTO

Silakan, KPU!
TERMOHON: HASYIM ASY’ARI

Sebelum di ... sebelum ditutup, ada 2 hal yang ingin kami
sampaikan. Yang pertama, penegasan ... dua-duanya penegasan.
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815.

816.

817.

818.

819.

820.

821.

822,

823.

KETUA: ASWANTO

Ya.
TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Yang pertama, soal perkara yang sesi tadi pagi. Menurut informasi
bahwa Perkara Nomor 112 ... 112-10-13/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PPP, diinformasikan dicabut perkaranya.
KETUA: ASWANTO

Ya.
TERMOHON: HASYIM ASY’'ARI

Sekiranya memang, ya, kami mohon juga mendapatkan ... apa
namanya ... kopi surat pencabutan perkara tersebut. Supaya kemudian,
kami jadi (...)
KETUA: ASWANTO

Ya.
TERMOHON: HASYIM ASY’ARI

Ya. Yang kedua, untuk Perkara Nomor 115-12-13/PHPU.DPR-
DPRD/XVII/2019 PAN, sebagaimana yang kita dengarkan bersama-sama
tadi, yang di soal ... eh, sori, yang dibacakan Permohonannya hanya
DPRD di kampung saya, di Kudus. Padahal, kalau dalam Permohonan
ada DPR RI Dapil Jateng V, tidak dibacakan sama sekali.
KETUA: ASWANTO

Itu yang dicabut. Ini ... sori, ini kita nanti ada suratnya juga (...)
TERMOHON: HASYIM ASY’ARI

Oh, ada juga?
KETUA: ASWANTO

Ada.
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824,

825.

826.

827.

828.

829.

830.

831.

TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Oh, baik. Kalau begitu, ada ... ada ... sudah terkonfirmasi, ya.
KETUA: ASWANTO

Ya.
TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Bahwa untuk PAN untuk yang DPR RI Dapil Jateng V dicabut.
Jateng V.

KETUA: ASWANTO

Ya. Jadi, ini ada surat bertanggal 4 Juli 2019, Ketua Partai Amanat
Nasional, Zulkifli Hasan ditandatangani, Eddy Soeparno ditandatangani,
isinya antara lain melakukan pencabutan Dapil RI Jawa Tengah V.
Kemudian, Dapil RI Jawa Tengah VI. Ya, betul, ya? 2 sudah
terkonfirmasi, Pak Hasyim?
TERMOHON: HASYIM ASY’ARI

Sebentar, saya lihat Permohonan dulu, Majelis.
KETUA: ASWANTO

Ya.
TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Majelis, begini. Baik, kalau memang yang Jateng VI ada
pencabutan perkara, kami terus terang mengikuti. Di sisi lain,
sebagaimana yang kami sampaikan pada sidang yang kemarin bahwa
ada juga putusan ... apa namanya ... Bawaslu yang berkaitan dengan
perolehan suara di Jateng V.

KETUA: ASWANTO

Ya.
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832.

833.

834.

835.

836.

837.

838.

839.

TERMOHON: HASYIM ASY’'ARI

Karena tidak jadi ... apa namanya ... Permohonan, kan kalau
kemarin disampaikan bahwa kami dapat memasukkan dalam jawaban,
bagaimana (...)

KETUA: ASWANTO

Ya.

TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Kami memasukkan dalam jawaban?

Oleh karena itu, kemarin kami menyampaikan ada 2
kemungkinan. Yang pertama, apakah kami sampaikan dalam jawaban?
Atau yang kedua, kami laporkan kepada ... apa namanya ... Mahkamah?
KETUA: ASWANTO

Baik, Pak Hasyim.

TERMOHON: HASYIM ASY’ARI

Terima kasih.

KETUA: ASWANTO

Surat pencabutan ini kemarin kita belum dapat, baru hari ini kita
dapat. Jadi, ya, kalau tidak dipersoalkan lagi, mubazir saja kalau
direspons, gitu, kan? Itu untuk PAN, ya? Di Jawa Tengah V dan Jawa
Tengah VI.

Kemudian, untuk PPP tadi, surat pencabutan masih di juru panggil
kami. Segera setelah sidang ini, kami akan ... apa namanya ... berikan.
TERMOHON: HASYIM ASY’'ARI

Maksud kami begini, Majelis Yang Mulia.

KETUA: ASWANTO

Ya.
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840.

841.

842,

843.

844,

845.

846.

847.

848.

849.

TERMOHON: HASYIM ASY’'ARI

Bahwa untuk yang Jateng V itu ada putusan Bawaslu yang
berkaitan dengan perolehan suara PAN.

KETUA: ASWANTO
Ya.
TERMOHON: HASYIM ASY'ARI
Nah, kalau ini dicabut, kemarin kan kami sampaikan (...)
KETUA: ASWANTO
Ya.
TERMOHON: HASYIM ASY'ARI
Model pelaporannya, apakah kami sampaikan dalam jawaban atau
dalam pelaporan kepada Mahkamah? Kalau kemudian kami sampaikan
dalam jawaban, sementara perkaranya dicabut, kami kan enggak
mungkin melaporkan dalam jawaban?
KETUA: ASWANTO
Baik, baik.
TERMOHON: HASYIM ASY'ARI
Nah, oleh karena itu (...)
KETUA: ASWANTO
Baik.
TERMOHON: HASYIM ASY'ARI
Kami juga akan menggunakan model yang kedua (...)

KETUA: ASWANTO

Baik.
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850.

851.

852.

853.

854.

855.

856.

857.

TERMOHON: HASYIM ASY’'ARI

Melaporkan kepada Mahkamah bahwa ada Putusan Bawaslu yang
berkaitan dengan suara.

KETUA: ASWANTO

Baik. Karena Jateng Tengah V dan Jateng Tengah VI sudah
dicabut, ya, tentu informasi itu tidak bisa dimasukkan di jawaban karena
tidak perlu Anda jawab.

Oleh sebab itu, kami sudah sepakat, dilaporkan saja ke
Mahkamah.

TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih, Majelis.
KETUA: ASWANTO

Jelas, ya?
TERMOHON: HASYIM ASY’ARI

Kalau demikian sudah ada kepastian.
KETUA: ASWANTO

Jelas, ya?
TERMOHON: HASYIM ASY'ARI

Terima kasih.
KETUA: ASWANTO

Kemudian untuk ada ... ada informasi perbaikan jawaban
Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu di ajukan
ke Mahkamah paling lambat hari Kamis tanggal 11 Juli 2019, pukul 12.00
WIB. Kalau Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu ingin melakukan
perbaikan, ya.

Kemudian, tadi saya sudah tegaskan, bahwa tambahan alat bukti
Termohon, Pihak Terkait dan Bawaslu itu bisa diserahkan paling lambat

sebelum persidangan untuk agenda pembuktian. Jelas, ya?
Baik. masih ada lagi?
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858.

859.

860.

861.

862.

863.

864.

865.

866.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
158/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIN

Izin, sebelum ditutup.
KETUA: ASWANTO
Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
158/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIN

Ini barusan Pak Ketua menyampaikan untuk perbaikan jawab ...
bukan jawaban, keterangan terkait, Kamis besok 11 Juli pukul 12.00
WIB.

KETUA: ASWANTO

Ya.

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
158/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIN

Tapi tadi sebelumnya itu, waktu saya tanya pertama itu, Pak
Ketua bilang sampai sidang (...)

KETUA: ASWANTO
Enggak itu bukti ... alat bukti

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
158/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIN

Untuk bukti.
KETUA: ASWANTO
Kalau perbaikan jawaban, ya ini (...)

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
158/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIN

Kamis besok?
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867. KETUA: ASWANTO

868.

869.

870.

Tadi yang saya katakan itu kalau pihak, Para Pihak bukan hanya
Terkait. Pemohon, Termohon, Bawaslu, kemudian Pihak Terkait ingin
mengajukan bukti tambahan, batas waktunya adalah sebelum sidang
pembuktian untuk masing-masing pihak.

Jadi misalnya pembuktian untuk Pemohon kalau enggak salah kita
sudah agendakan tanggal ... tanggal berapa ya? Tanggal 22, kalau
enggak salah. Berarti sebelum sidang tanggal 22, alat bukti tambahan itu
sudah harus masuk.

Nah, sama dengan Pihak Terkait. Sebelum sidang pembuktian
untuk Pihak Terkait, misalnya kita sidang pukul 09.00 WIB atau pukul
08.00 WIB, maka sebelum pukul 08.00 WIB pada hari itu, bukti
tambahan sudah harus kami terima.

Kenapa sebelum sidang? Karena kita ingin melakukan verifikasi
dan sidang ketika itu adalah sidang terakhir. Begitu, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
158/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIN

Ya.
KETUA: ASWANTO
Cukup jelas, ya?

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR
158/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: UTOMO KARIN

Ya, baik. Terima kasih.
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871. KETUA: ASWANTO

Oke. Baik. Dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 12.22 WIB

Jakarta, 10 Juli 2019
Panitera,

t.t.d

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah
Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.
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